KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: P.6/ITJEN/SET/KUM.1/9/2020

TENTANG
PEDOMAN PROBITY AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya terwujudnya pengadaan barang/jasa
yvang cfisien dan efcktif, pengadaan barang/jasa harus
dilakukan secara transparan melalui persaingan sehat,
terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik {akuntabel);

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018, Pasal 76 yang memandatkan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan wajib melakukan pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa melalui Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP) yang dilakukan melalui
kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau
penyelenggaraan whistleblowing system,

¢. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan peran APIP
dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa
adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan
barang/jasa berlangsung (real time) yang disebut probity
audit,

d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan ¢,
perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal tentang
Pedoman Probity Audit atas Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik [Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

/2. Undang-undang..
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Undang-Undang Nomor 341 Tahun 1999  tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
199G Nomor 167, Tambahan lLembaran Negara Nomor
3888 sebagaimana elah diuboh dengan Undang-Uncang
Nomor 19 Tahun 2004 lentang Penelapan Perdaluran
Iemerintah Penggantt Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 1en1ang kehutanan menjadi Undang-Undang
([Lembaran Negara Republik [ndanesia Tahun 2004 Newmeor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1112,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republbik Indenesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambabhan
Lembyaran Negara Republik ITndanesia Nomnr 4286,
Undang-Lindang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangeung
Jawah Keuangaon Negard (Lewbacan Negara Repulibk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 06, Tambabhan Lembaran
Negara Republis [ndoenesia Nomor 4300

Pleraturan l'emerintalhh Nomor 64 ‘Tahun 2008 tontang
Sistemn Pengendalian [nkern Pomerintah iLembarcan
Negara Republik Indenesia ‘Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Bopublik Indoncsia Nomor 45830);
Feratmiran Fresklen Nomor 16 Tahun 2015 @entang
Kementerian  Lingkungan  Hidup dan kKehulanan
ILembaran Negioo Republik [ndonesia Tabun 2015 Nomor
7l
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Keputusan kepala Badan Pengawasan kevangan dan
Pembangunan Nomar 3 Tahun 2019 tentang Podoman
Fengawasan  Intern atas Pengadaan Barang/Jasas
Pemerititah [lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Noaor £4];
Peraruran  heneri Negara Pendayagunaan Aparatur
Nepara dan Reloomas: Birokeasi Nomor 1O Tahun 2016
tenang Pencabuian Peraturan Monlern Negara
Pendidvdguruaan Apardlur Negara
PER/US/M.PAN/O3 2008 tentang Standar Audit Aparat
I'engawasan Intern Pomcrintah;
Peraturan Menteri Lingkungan Hitllup dan Kehutanan
Nomor F. 18 MENLLIK L[/ 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kkerja Kementerian  Lingkungat  Ilicdup  Dan
Kehutanan |Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2015 Nowaor 17 3):

111, Peraturan Mentari
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11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.83/MENLHK-SETJEN/2015 tentang
Penyelenggaraan Pengawasan intern Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PROBITY
AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 1
Pedoman Probity Audit atas Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan Probity Audit oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Laporan hasil Probity Audit beserta dokumen pendukungnya
direkam dalam sistem informasi pengawasan dan/atau media
informasi lainnya yang mendukung kegiatan pengawasan.

Pasal 4

Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : AASEPTEMRER2020

199503 2 001



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketersediaan barang/jasa berkualilas dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sangat
berpengaruh dalam peningkalan pelayanan publik Dalam upaya mempergleh barangfiasa
berkualitas pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara lransparan melalui persaingan
sehat, terbuka dan adil sehingga dapat tercapai efisiansi dan efektiflas pengadaan
barang/jasa vang dapat dipertanggung)awabkan kepada publik (akuntabel}.

Peraturan pengadaan barang/|asa yang berlaku saat inl adalah Peraturan Presiden Nomor
13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah mengacu pada Pasal 4 ayat
i1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabhun 1945, Undang-Undang
Nomar 1 Tahun 2004 Tentang Pemendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2014 Tantang Administrasi Pemerintahan

Sebagamana BAB X|l PENGAWASAN. PENGADUAN, SANKS| DAN PELAYANAN
HUKUM. Bagian Kesatu. Pengawasan Internal, Pasal 75 Menlen'kepala lkembagalkepala
dasrah wajib melakukan pengawasan Pepgadaan BarangfJasa melalnn aparat
pengawasan intemal pada Kementerian/Lembaga/Pemenntah Daerah masing-masing
dilakukan melalul kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan
whistleblowing  systém.  Pergawasan  Pz2rgadaan Barang'Jasa  dilakukan  séjak
perenzanaan, persiapan, pemiihan Penyedia, pelaksanaan Konlrak. dan serah terma
pekerjaan. Ruang lingkup pengawasan Pengadaan BaranglJasa mehputi . {a) pernenuhan
nilai manfaal yang sebesar-besarnya. (b) kepatuhan terhadap peraturan, (¢} pancapaian
TKDN, [d) penggunaan produk dalam negen. (g) pencadangan dan peruntukan paket
uniuk usaha kecil. dan (f) pengadaan Barkelanjuian Hasil pengawasan digunakan sebagai
alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/|asa

Kedua ketentuan tersebut sejalan dengan kstentuan pasal 47 dan 428 Peraturan
Pemerintah Nomar €0 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa
APIP harus melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah {eimasuk akunlabilitas keuangan negara. Lebih lanjul. pengawasan
intern adalah “seluruh proses kegiatan audil, reviu. evaluasi. pemantauan, dan kegiatan
pengawasan |ain terhadap penyelenggaraan lugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegqiatan telah dilaksanakan sesuza dengan
tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektf dan efisien untuk kepentingan pimpinan
dalam mewujudkan tata pemernntahan yang bak'.

Salzh satu upaya untuk meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan adalah
melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa herlangsung (real ime} yang
disebut probity awdit



Inspektorat Jenderal adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
intern di lingkungan Kementerian lingkungan dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menten Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor | P.
18/MENLHK-III2015 pasal 1203 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1203, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Kkebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementenan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya,

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

4 Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

5. Pelaksanaan administrasi Inspekterat Jenderal, dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan probity audit terhadap pengadaan barang/jasa adalah sebagai
berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barangl/Jasa
Pemerintah;

3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK-SETIEN/2015
Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Probify Audit ini adalah untuk meningkatkan integritas publik
melalui efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada
peraturan dan prosedur pengadaan barangfjasa. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam
upaya peningkatan efisiensi dan efektffitas pelaksanaan pengadaan barangfjasa lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

. Sasaran

Sasaran Pedoman Probity Audit yaitu tersedianya acuan dalam penyusunan perencanaan
program kerja, pelaksanaan dan penyusunan pelaporan hasil probity audit.



E. Sistematika Pedoman

Pedoman Prabity Audit pengadaan baranglasa pemerintah disusun dalam empatl bab,

terinci sebagai berikut:

Bab | Latar Belakang, Dasar Hukum, Tuyjuan. Sasaran dan Sislinatika Pedoman.

Bab 1l Pengertian Probiy dan Prabity Audit. Tujan dan Sasaran Frobrily Audi,
Kewenangan dan Tanggungjawah Auditor, Kriteria Paker Pekeaan. Syarat
Kompatensi Probity Auditor. Biaya Audit

Bab 11 Tahapan Audit, Metodolog Audil, Qutput dan Quicome yang diharapkan dari
pelaksanaan Probify Avdif.

Bab IV Tupuan pelaporan hasil audit Substansi hasil audit. Format Laporan Hasil
Audil. Distribusi Laperan Hasil Audit.



BAB Il
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROBITY AUDIT

A. Pengertian Probity dan Probity Audit

Probity diartikan sebagai integritas (integnty), kebenaran (uprightness), dan kejujuran
(honesty). Konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau
ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan
sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian
sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel

Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, dan mengacu pada pengertian di atas,
probity diartikan sebagal ‘good process’ yaitu proses pengadaan barang/jasa dilakukan
dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi
ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dimaksud, probily audit dapat didefinisikan sebagai kegiatan
penilaian {independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran,
dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan
meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

Probity audit utamanya dilakukan terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis
(melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pelayanan dasar masyarakat. dan terkait
dengan isu politis). Dalam pelaksanaannya, probity audit dilakukan bersamaan dengan
proses pengadaan barang/jasa atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa terjadi
(real time audit). Dengan demikian, teknik probity audit yang lebih diutamakan adalah
peninjauan fisik, observasi, diskusi, dan wawancara tanpa mengesampingkan teknik-teknik
audit yang lainnya.

Probity audif harus dilakukan sesuai dengan prinsip probify yang pada dasarnya
merupakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres
16/2018 yaitu:

1. Efisien dan efek!if sehingga belanja pengadaan barang/jasa dapat memaksimalkan
nilai uang (best value for public money).

2. Transparan, terbuka, adiltidak diskriminatif, dan bersaing.

3. Akuntabel yaitu seluruh proses pengadaan barang jasa dipertangungjawabkan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Bebas dari benturan kepentingan (confiict of inferest).

B. Tujuan dan Sasaran

Probity Audit bertujuan untuk meyakinkan bahwa pengadaan barangfjasa telah
dilaksanakan sesuai dengan probity requirement yaitu mentaati prosedur pengadaan
sesuai ketentuan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (efisien, efektif,
terbuka dan bersaing, transparan, adilltidak diskriminatif, dan akuntabel) serta sesuai
dengan etika pengadaan barangfjasa berdasarkan hasil audit atas data/dokumeny/
informasi yang diterima auditor. Audit probity juga bertujuan untuk memberikan



rekomendasi/saran perbakan atas proses pengadaan barangfjasa yang sedang
berlangsung.

Sasaran Frobety Audit adalah.

1.

2.

Meyakinkan kahwa pengadaan barangfasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan baik
segijumlah, kualitas, waktu dan nilai pengadaan yang mengunlungkan negara.
Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan harangfasa yang digariskan dalam Pedoman
Pelaksanaan  Pengadaan  BarangfJasa lalah  diikdati - seswar katentuan
perundangundangan yang berlaku:

Meyakinkan bahwa pengadaan barangijasa menghasilkan barangfjasa yang tepat dar
setiap uang yang dibelanjakan. diukur dan aspek kualtas, jumlah, wakiu, biaya, lokas,
dan penyedia:

Mencegah penyimpanganifraud dalam kegalan pengadaan barangfjasa dengan
mempertimbangkan risiko fraud selama proses perencandan. persiapan dan
palaksanaan audit.

Menqidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen nsiko atas
pelaksanaan pengadaan barang’jasa;

C. Kewenangan dan Tanggungjawab Audifor Probify

1.

Frobity avditor diberikan kewenangan untuk mengakses secara penuh seluruh
dokumen (dalam bentuk hardccpy maupun soffcopy) Penggura AnggararvyKuasa
Pengguna Anggaran (PAIKPA), Pgjabat Pembual Komitmen (PPK), Kelampok Kena
Pemilihan (Pckja Pemilihan). Pgjabatl Pengadaan, Pgjabat Pemeriksa Hasil Pekenaan
iPJPHP). Panitia Pemarnksa Hasil Pekerjaan {PPHF}, Agan Pengadaan. Pengelola
Pengadaan. dan Penyelenggara Swakelola. Penyedia dan pihak lainnya yang terkait
dengan pelaksanaan pengadaan barangiasa. mengamat penemyan- pertamuan,
melakukan kunjungan lapangan dan membuat fotokopi (phofe copy) dokumen relevan
yang diperlukan.

Probity Auditer diberikan hak akses ke sislem infermas pengadaan barang/jasa
rermasuk unluk melakukan e-audit atau audt pada sistem pengadaan barang/jasa
berbasis teknologl informasi pada saat pioses pengadaan sedang berlarasung.
Apabila diperlukan, sebagai hagian dari prosedur audit. probily auditor meminta
bantuan ahli untuk lingkup pengujian yang di luar kempetensi grobify audifor, lermasuk
dianiaranya ahli untuk melaksanakan prosedur audit atas sistemn informasifteknclogi
infarmasi pengadaan barang/jasa

Pelaksanaan Probity Audit lidak memindahkan tanggung jawab manajenal
pelaksanaan pengadaan barang)asa darn PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PAIKPA)Y Pgjabat Pembuat Kamitmen {PPK) Kelompok Kerja Pemilinan
(Pokja Pemilihan). Pgjabat Pengadaan. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekeraan iPjPHP).
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Agen Pengadaan. Pengelola Pengadaan,
dan Penyelenggara Swakelola dalam melaksanakan pengadaan Larangfjasa sesuai
prinsip dan etika pengadaan kepada prabity audifor



4.

Tanggung jawab pelaksanaan pengadzan barangfjasa sesual prinsip dan etka
pergadaan barang/jasa (prinsip-prinsip probidy) lermasuk kebenaran data sepenuhinya
menad tanagung jawab mslans audii (Pergguna AnggarandKuasa Pengauna
Anggaran (PAIKPAY Pgjabat Pembuat Komitmen (PPK) Kelompok Kerja Pemilihan
{Pokja Pemilihan). Pgjabat Pengadaan. Pgjabal Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP).
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHPI, Agen Pengadaan. Pengelola Pengadaan,
dan Penyelenggara Swakelala) Tanggung jawab awditor terhatas pada hasil audit
berupa pendapat danfalau saran yang dibenkan kepada audii sebagal pelaksana
pengadaan barang/|asa berdasarkan data’dokumen yang diterima dan auditi maupun
pihak kehga lainnya. Kewenangan dan tanggung jawab uniuk menindaklanjuli saran
yvang dibérikan oleh probity auditor, sepenubnya berada pada pihak audih.

D. Kniteria Paket Pekerjaan

Kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu paket pekengaan
pengadaan barang’jasa parlu dilakukan grotity audit antara lain

1
2

~N o s W

Pakel pekerjaan melekat risika yang tinggi dan bersifal kompleks;

Pakel pekearjaan mamilike sejarahvlatar balakang yang kantroversial atau berhubungan
dengan permasalahan hukum;

Pakel pekerjaan sangat sensitf terkait 1su politis;

Pakel pekerjaan yang berpotensi merimbulkan konflik kepentingan:

Pakel pekenaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;

Pakel pekerjaan unluk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.

Nilai pakat pekerjaan ralalif besar dibandingkan dangan nilai paket-pakel pakerjaan
yang lain [Nilai paket lebih dari Rp 2 Miliar)

€. Batasan Lingkup Probity Audit

Tahapan Pengadaan Barang'Jasa yang dilakukan profety augit oleh Inspektoral Jenderal
dipriomtaskan pada

1.

Audit alas Tahap Perencanaan dan Persiapan Péengadaan Barang/Jasa.

2. Aude alas Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
3.
4. Aud alas Pelaksanaan Kontrak.

Audit alas Pelaksanaan Pemilhan Penyzdia BaranulJasa.

Kompetensi Propity Auditor

Auditor yang ditugaskan unluk melaksanakan protity audit adalah auditor intemal yang
mameanuhi kualfikas| perscnal dan formal:

1.

Syaral Personal
Audrer internal yang mampu bersikap independent. obyektif, professional, berintegritas
dan tidak memiliki henluran kepentingan dangan pihak alau obyek yang daudit.

Svaral Formal

Auditor internal yang berpengalaman dalam audit pengadaan barangjasa dan
bersertiikal ahli pengadaan barangfasa secara nasiohal dari Lembaga Kebiakan
Pengadaan BarangfJasa Pemerintah (LKPP),



G. Komposisi Tim Audit

Kemposisi Tim probify audit secara umum terdini dari Pengendall Mulu dan Pengendali
Tzknis selaku supzrvisor, Kelua Tim dan sekurang-kurangrya 2 (dua) arang Anggeta Tim.

H. Waktu Pelaksanaan

Jangka waklu pelaksanaan protity audit seliagp tahap Kegiatan adalah 3 - 8 hari dan
disesuaikan dengan kompleksilas kegialan.

I. Biaya Audit

Biaya pelaksanaan protiy audii dianogarkan dalan dokumen anggaran pengawasan
intermal Inspektorat Jenderal guna menjaga independens! auditor

J. Pelaporan dan Tindak Lanjut

1.

2.

Lapcran hasil protity audi! disampaikan kepada audilan s2lambat-lambatnya 3 (hga)
hari setelah sural tugas berakhir

Jika auditor menemukan pernasalahan yang tidak sesual dengan prinsip-prinsip
prabify. maka audilor manyampaikan kepada auditan  untuk  dilakukan
korgksifpemecahan masalah  Dalam  kondisi  auditan  menalak  melakukan
koreksiiperbakan sepeni simpulan auditor maka dilaporkan kepada alasan auditan
Tindzak lanut harus dilakukan setelah auditan mendapalkan hasil grooity audf balk
bersifat sementara alau bersifat final {resmi).



BAB Il
PELAKSANAAN PROBITY AUDIT

A. Tahapan Pelaksanaan Probity Audit

Probity Audit pengadaan barangfjasa pemerintah dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:

1.

2,

3.

Persiapan audit, meliputi perencanaan penugasan probity audit, penyusunan Program
Kerja Rinci (acuan terlampir) dan penyusunan tim, termasuk koordinasi dengan
auditan.

Pelaksanaan audit, mengikuti prosedur yang diuraikan secara rinct dalam pedoman ini,
sesuai dengan tahapan proses pengadaan barang/jasa yang akan di probity.
Pelaporan hasil audit, diuraikan lebih lanjut pada Bab IV.

B. Metodologi Probity Audit
Probity Audit pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan metodologi:

1.

Desk audit, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku
sebagai acuan atas audit yang dilakukan, terhadap berbagai dokumen yang berkaitan
dengan pengadaan barangfjasa, serta mengidentfikasikan kelemahan dalam
pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa.

Field audit, yaitu pemeriksaan lapangan yang diutamakan untuk pengecekan langsung
atas kebenaran jumlah, mutu dan penempatan, serta ketepatan waktu penyerahan,
antara lain melalui observasi/pengamatan, pengecekan/pemeriksaan fisik, dan
permintaan keterangan serta teknik audit lainnya.

Benchmarking, yaitu suatu proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan
perusahaan/organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai
inspirasi dalam meningkatkan Kkinerja (performance) perusahaan/organisasi
(Benchmarking The Pnmer;, Benchmarking for Continuous Environmental
Improvement, GEMI, 1994), misalnya modus operandi penyimpangan yang terjadi dan
best practice dalam PBJ.

Perbandingan dan Analisis, misainya membandingkan

a. Rencana kebutuhan dengan dengan rencana pengadaan barang/jasa;

b. Harga Perkiraan SendirilHPS/OE dengan harga pasar setempat yang wajar atau
pedoman harga satuan yang telah ditetapkan oleh Instansi Teknis, organisasi‘fmedia
lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan BI/BHMN/BUMN/BUMD/Badan
Usaha Lainnya;

c. Dokumen Pengadaan/lelang dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

d. Hasil kegiatan yang dilaksanakan dengan kontrak baik dari segi mutu (spesifikasi
teknis) maupun kuantitas.

Jika dalam menilai kesesuaian kualitas dan kuantitas barang/jasa dibutuhkan keahlian
tertentu diluar kompetensi auditor wajib menggunakan tenaga ahli.



6. Dalam pelaksanaannya, probity audif pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa
harus memperhatikan sasaran dan tujuan audit tiap tahapan, dan mengacu pada audit
program rinci dan daftar uji hasil audit sebagai alat bantu bagi auditor dalam membuat
simpulan hasil audit pada setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa yang meliputi:
a. Audit atas Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa,
b. Audit atas Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa,

c. Audit atas Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
d. Audtt atas Pelaksanaan Kontrak,

C. Skema Probity Audit
1. Probity Audit atas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Probity audit tahap perencanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan
melakukan audit atas identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan
barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa, dan
Rencana Umum Pengadaan (RUP),

SKEMA AUDIT

1. Tujuan Umum:
Untuk memberikan keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah
sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa.
Mengidentifikasi kelemahan/permasalahan yang signifikan dalam proses
perencanaan pengadaan barang/jasa.
Memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

a,

b.

C.
2. Waktu Pelaksanaan:

a. Audit mulai dilaksanakan mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan
pengumuman RUP di aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

(SIRUP) dan/atau media lainnya.

b. Pelaksanaan audit dapat dilakukan pada saat proses perencanaan pengadaan
sedang berlangsung.

3. Prosedur Audit

Tahapan Output :
No Keni Keaiatan Tujuan Prosedur Audit Ket.
A Identifikasi Kebutuhan
 f Analisis Dokumen Untuk meyakinkan bahwa pengadaan AP
kelayakan Hasil barangfjasa yang akan dilaksanakan | (Audit
kebutuhan Identifikasi sesual dengan Rencana Kerja| atas
barang/jasa Kebutuhan Kementerian LHK. Proses)
B. Penetapan Barang/Jasa
1. Analisis Dokumen Untuk meyakinkan bahwa penyusunan
kodefikasi Penetapan barang/jasa yang akan ditetapkan
barang/jasa yang | Barang/Jasa | mengacu pada Klasifikasi Baku AP
akan ditetapkan Komeditas Indonesia atau peraturan
dari kementerian teknis terkait




2 Tahapan Qutput
No Kegiatan Kegiatan Tujuan Prosedur Audit Ket.
C. Cara Pengadaan Barang/Jasa
1. Analisis materi Dokumen Untuk meyakinkan bahwa cara
kebijakan umum | Penetapan pengadaan yang akan dilaksanakan
tentang cara Cara sesuai dengantugas pokok dan fungsi AP
pengadaan Pengadaan Kementerian LHK serta sifat kegiatan
yang akan dilaksanakan
D. | Penetapan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa
1. Analisis jadwal Jadwal PBJ Untuk meyakinkan bahwa jadwal
kegiatan PBJ kegiatan PBJ yang akan dilaksanakan
telah memberikan alokasi waktu yang AP
cukup untuk penyelesaian pekerjaan
barang/jasa
E. Penetapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa
1. Analisis Dokumen Untuk meyakinkan bahwa anggaran
komponen biaya | Anggaran yang akan ditetapkan telah mencakup
pengadaan PBJ biaya barang/jasa yang dibutuhkandan AP
barang/jasa biaya pendukung, serta meyakinkan
nilai anggaran tidak ditinggikan/di-mark
up
| Pengumuman RUP
g Pelaksanaan Dokumen Untuk meyakinkan bahwa materi RUP
pengumuman Pengumuman | telah lengkap dan diumumkan melaiui
RUP RUP aplikasi SIRUP dan  website
: AP
Kementenian LHK, papan
pengumuman resmi untuk masyarakat,
dan portal nasional melaiui LPSE
4. Titik Kritis
a. Titik-titik kritis dalam kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa yang periu

mendapat perhatian auditor adalah:

1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang ditetapkan Pengguna Anggaran
(PAYKuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mencerminkan kebutuhan riil.
2) Penggelembungan nilai anggaran pengadaan barang/jasa (mark up

anggaran).

3) Pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan tidak tersedia di pasar,
sehingga pengadaan barang/jasa yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak
mendapatkan spesifikasi barang yang dibutuhkan,

4) Kegiatan yang direncanakan tidak ada dalam Renja Kementerian LHK dan
kegiatan yang tercantum dalam RKA yang diusulkan tidak sesuai dengan hasil
identifikasi kebutuhan nil barang/jasa,

5)Rencana kebutuhan pekerjaan konstruksi Kementerian LHK tidak
berdasarkan hasil studi kelayakan serta desain.

6) Kebjakan Umum tentang cara pengadaan swakelola tidak sesuai dengan
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tugas pokok dan fungsi Kementernian LHK serta sifat kegiatan yang akan
dilaksanakan.

7) Jadwal kegiatan PBJ tidak memberikan alokasi waktu yang cukup untuk
penyelesaian pekerjaan barang/jasa

8) RUP sudah disusun, namun belum diumumkan melalui aplikasi SIRUP dan
website Kementerian LHK, papan pengumuman resmi untuk masyarakat,
serta portal nasional melalui LPSE secara lengkap.

2. Probity Audit atas Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Probity audit tahap persiapan pengadaan dilaksanakan dengan melakukan audit atas
penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK), penetapan HPS, penetapan
rancangan kontrak, dan/atau penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan
pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga,
serta audit atas pemenuhan kriteria pengadaan langsung, e-purchasing, atau
pengadaan khusus.

SKEMA AUDIT
1. Tujuan Umum:

a. Untuk memberikan keyakinan bahwa perencanaan persiapan pengadaan telah
sesual dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa.

b. Mengidentifikasi kelemahan/permasalahan yang signifikan dalam proses
perencanaan persiapan pengadaan barang/jasa.

c. Memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

2. Waktu Pelaksanaan:

a.Audit mulai dilaksanakan mulai dan kegiatan penetapan spesifikasi teknis/ KAK
sampai dengan penetapan rancangan kontrak,

b. Pelaksanaan audit dapat dilakukan pada saat prosesperencanaan persiapan
pengadaan sedang berlangsung.

3. Prosedur Audit

No Tahapan Kegiatan Cutput Kegiatan Tujuan Prosedur Audit Ket.
A. Penetapan Spesifikasi Dokumen KAK Meyakinkan bahwa materi
Teknis/Kerangka Acuan KAK telah menggambarkan
Kerja (KAK) dari awal proses pekerjaan AP
sampai dengan  selesai
pekenaan
B Penetapan HPS Dokumen HPS | Meyakinkan bahwa Harga

Perkiraan Sendiri (HPS)
merupakan harga yang wajar
dan metode penetapannya | AP
dapat

dipertanggungjawabkan
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No Tahapan Kegiatan | Qutput Kegiatan Tujuan Prosedur Audit Ket.
C. Penetapan Rancangan | Dokumen Meyakinkan Rancangan
Kontrak Rancangan Kontrak telah sesuai dengan AP
Kontrak standar dan ketentuan dan
peraturan yang berlaku
D. Penetapan Aturan Lain | Dokumen Meyakinkan rancangan Syarat
(Uang Muka, Jaminan Rancangan Umum/Syarat Khusus Kontrak
Uang Muka, Jaminan Syarat telah sesuai dengan
Pelaksanaan, Jaminan | UmumyKhusus ketentuan dan peraturanyang AP
Pemelinaraan, Sertifikat | Kontrak berlaku
Garansi dan/atau
Penyesuaian Harga
4. Titik Kritis
a. Titik-titik kritis dalam kegiatan persiapan pengadaan yang perlu mendapat
perhatian auditor adalah:
1) Spesifikasi disusun tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengacu
kepada RUP;
2) Spesifikasi disusun mengarah kepada suatu merek tertentu;
3) Spesifikasi disusun mengarah kepada penyedia barang/jasa tertentu;
4) Spesifikasi teknis tidak jelasftidak menggambarkan metode kerja
penyelesaian pekerjaan,
5 HPS disusun melebihi 28 hari kerja dan sebelum batas akhir pemasukan

penawaran untuk pascakualifikasi, atau untuk prakualifikasi ditambah waktu

selama prakualifikasi;

Penggelembungan (mark-up) dalam HPS,

Perhitungan Volume pekerjaan untuk konstruksi dalam HPS terlalu besar

(tidak sesuai dengan gambar desain),

Harga dasar yang tidak standar dalam menyusun HPS;

Penambahan keuntungan perusahaan pada harga pasar,

10) Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan;

11) Sumber/referensi harga penyusunan HPS tidak ada,

12) Perhitungan volume dan gambar desain untuk konstruksi pada kontrak
lumpsum belum pasti,

13) Penambahan item-item biaya yang tidak diperkenankan,

14) Rancangan kontrak tidak standar,;

15) Pemilihan metode evaluasi dengan sistem nilai (merit point) untuk evaluasi
yang seharusnya sistem gugur (untuk memenangkan produk/merek atau
penyedia barang tertentu);

16) Persyaratan teknis yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan
pekerjaan,

17) Kriteria kelulusan evaluasi tidak ada dan/atau tidak jelas;

18) Penambahan persyaratan kualifikasi tidak sesuai dengan ketentuan;

19) Adanya penambahan kriteria evaluasi yang tidak periu,

LY J
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20) Bobot penilaian dalam evaluasi tidak dicantumkan secara detail;
21) Dokumen lelang tidak standar/tidak lengkap.

3. Probity Audit atas Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Audit atas persiapan pemilihan penyedia meliputi audit atas penetapan metede
pemilihan penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan metode evaluasi
penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penetapan jadwal
pemilihan, dan penyusunan dokumen pemilihan.

SKEMA AUDIT
1. Tujuan Umum:

a. Untuk memberikan keyakinan bahwa persiapan pemilihan penyedia telah sesuai
dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa.

b. Mengidentifikasi kelemahan/permasalahan yang signifikan dalam proses
persiapan pemilihan penyedia barang/jasa.

¢. Memberikan saran perbaikan yang diperiukan.

2. Waktu Pelaksanaan:

a. Audit mulai dilaksanakan mulai dari kegiatan penetapan metode pemilihan
penyedia sampai dengan penyusunan dokumen pemilihan,

b. Pelaksanaan audit dapat dilakukan pada saat proses persiapan pemilihan
penyedia sedang berlangsung.

3. Prosedur Audit

No | Tahapan Kegiatan Output Kegiatan Tujuan Prosedur Audit Ket
A. | Reviu Dokumen . Meyakinkan dokumen
Persiapan persiapan pengadaan dapat
Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan,

B | Penetapan Metode | Dokumen Metode | Meyakinkan bahwa metode | AP
Pemilihan Penyedia Pemilihan pemilihan penyedia sesuai
Penyedia dengan jenis barang/jasa, KAK,

pagu anggaran dan HPS,
rancangan kontrak, seria hasil

analisis pasar.
C. | Penetapan Metode | Dokumen Metode @ Meyakinkan bahwa metode AP
Kualifikasi Kualifikasi kualifikasi sesuai dengan
kompetensi, kemampuan

usaha, dan pemenuhan
persyaratan sebagai penyedia.

D. | Penetapan Metode | Dokumen Metode @ Meyakinkan metode evaluasi AP

Evaluasl Penawaran | Evaluasi penawaran sesuai dengan jenis
Penawaran barangfjasa, ruang
ingkup/kompleksitas

pekearjaan, dan metode
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No | Tahapan Kegiatan | Output Kegiatan Tujuan Prosedur Audit Ket

| pemilihan penyedia,

E. | Penetapan Metode | Dokumen Metode @ Meyakinkan metode AP
Penyampaian Penyampaian penyampaian dokumen
Dokumen Penawaran | Dokumen penawaran sesuai dengan jenis

Penawaran pengadaan barang/jasa, metode
pemilihan penyedia, metode
evaluasi penawaran, dan ruang
lingkup/kompleksitas
pekerjaan.

F e-Reverse Auction Dokumen Metode = Meyakinkan persyaratan e- AP

e- Reverse Auction:* reverse auction terpenuhi.

G. | Penyusunan Dokumen ‘Meyakinkan tahapan dan | AP
Tahapan dan Tahapan dan jadwal pemilihan sesuai dengan
Penetapan Jadwal Jadwal Pemilihan | ketentuan.

Pemilihan ,
H. | Penyusunan Dokumen Meyakinkan dokumen pemilihan AP
Dokumen Pemilihan Pemilihan telah secara lengkap mengatur
dokumen kualifikasi dan
dokumen tender/seleksi/
penunjukan langsung/
pengadaan langsung.
4. Titik Kritis:

a. Titik kritis yang harus menjadi perhatian pada saat melakukan probity audif pada

tahap persiapan pemilinan penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut:

1) Pemilihan metode evaluasi dengan sistem nilai (merit point) untuk evaluasi
yang seharusnya sistem gugur (untuk memenangkan produk/merek atau
penyedia barang tertentu);

2) Persyaratan teknis tidak sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan

pekerjaan;

3) Kriteria kelulusan evaluasi tidak ada dan/atau tidak jelas;

4) Penambahan persyaratan kualifikasi tidak sesuai dengan ketentuan;

5) Adanya penambahan kriteria evaluasi yang tidak periu;
6) Bobot penilaian dalam evaluasi tidak dicantumkan secara detail;
7)1 Dokumen lelang tidak standar/tidak lengkap.

4. Probity Audit atas Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Audit atas pemilihan penyedia barangfjasa dimulai dari audit terhadap pengumuman
pengadaan hingga penunjukan penyediaan barang/jasa.

SKEMA AUDIT
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1. Tujuan Umum

Untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pemilihan pemenang telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Waktu Pelaksanaan

Audit mulai dilaksanakan pada saat pengumuman pengadaan hingga penunjukan
penyedia barang/jasa. Pelaksanaan prosedur audit dapat dilakukan pada saat
proses sedang berlangsung (Audit atas Proses/AP) dan/atau segera setelah proses
selesai (Audit atas Output JAQ).

3. Prosedur Audit

No

Tahapan Kegiatan | Output Kegiatan Tujuan Presedur Audit Ket

A. | e- audit User ID dan Meyakinkan bahwa probity audit| AP &

password auditor | dapat dilaksanakan melalui e- AO
audit.

B. | Pengumuman Pengumuman Meyakinkan bahwa pengumuman | AO
Tender/seleksi pemilihan telah dilaksanakan | (aydit

secara transparan, terbuka | atag
bersaing, adiltidak diskriminatf, | output)
dan akuntabel, dalam hal:

- Substansi Pengumuman

- Jangka waktu pengumuman

- Maedia Pengumuman

C. | Pendaftaran dan Daftar Peserta Meyakinkan bahwa tidak | AP &
pengambilan terdapat hambatan pendaftaran AO
dokumen pemilihan dan pengambilan  dokumen

pemilihan melaks pengunduhan
(download) dan SPSE.

D. | Pemberian Kumpulan Tanya | Meyakinkan bahwa seluruh | AP &

Penjelasan Jawab dan pertanyaan calon penyediatelah AO
Keterangan Lain | dijawab oleh Pokja Pemilihan
(Berita Acara yang dituangkan dalam
Pembenan Kumpulan Tanya Jawab dan
Penjelasan/ Keterangan Lain (Berita Acara
BAPP) Pemberian Penjelasan/ BAPP).

E. | Adendum Dokumen Adendum Meyakinkan bahwa setiap | AP &

pemilihan Dokumen perubahan substansi dokumen | AO
pemilihan pemilihan telah dibuatkan
adendumnya dan telah diunggah
kembali.

F. | Pengunggahan Daftar dokumen | Meyakinkan  bahwa  tidak | AO &
(upload) dokumen penawaran yang | terdapat hambatan  dalam AP
penawaran masuk/diunggah | pemasukan/ pengunggahan

dokumen penawaran.
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leleh _ diigksanakan _sesual

No | Tahapan Kegiatan | Output Kegiatan Tujuan Prosedur Audit Ket
G. | Pembukaan BA Pembukaan | Meyakinkan bahwa seluruh | AO&
Dokumen Penawaran | Dokumen dokumen  penawaran  yang AP
Penawaran masuk/diunggah calon penyedia
telah dicek kelengkapannya oleh
Pokja Pemilihan.

H. | Evaluasi Dokumen BA Evaluasi Meyakinkan bahwa proses | AO&
Penawaran Penawaran evaluasi dokumen penawaran AP
(Administrasi, teknis, telah sesuai dengan kriteria dan
harga) persyaratan yang telah

ditetapkan dalam  dokumen
pemilihan,

| Evaluasl Kualifikasi BA Evaluasi Meyakinkan bahwa proses | AO&

Kualifikasi evaluasi kualifikasi telah sesuai AP
dengan kntena dan persyaratan
yang telah ditetapkan dalam
dokumen pemilihan.

J. | Pembuktian BA Pembuktian | Meyakinkan bahwa proses | AO
Kualifikasi Kualifikas| pembuktian kualifikasi telah

dilakukan sesuai dengan
prosedur dan dokumen
pemilihan.

K. | Pembuatan Berita Berita Acara Meyakinkan bahwa hasil | AP &
Acara Hasil Hasil Pemilihan | tender/seleksi telah dituangkan | AO
Pemilihan (BAHP) (BAHP) dalam Berita Acara Hasil

Pemilihan (BAHP) sesuai dengan
ketentuan.

L. | Penetapan Surat Penetapan | Meyakinkan  bahwa  calon | AO
Pemenang Pemenang penyedia pemenang

tender/seleksi telah ditetapkan
sebagai pemenang
tender/seleksi oleh Pokja
Pemilihan.

M. | Pengumuman Pengumuman Meyakinkan bahwa | AP &

Pemenang pemenang pengumuman pemenang telah AO
Diumumkan pada  website
Kementenan LHK, papan
pengumuman resmi, dan portal
pengadaan nasional melalui
LPSE.

N. | Sanggah dan Jawaban atas Meyakinkan bahwa proses| AO
Sanggah Banding surat sanggah sanggah dan sanggah banding

dan Sanggah serta pemberian jawaban atas
Banding sanggah dan sanggah banding

16




No | Tahapan Kegiatan | Output Kegiatan Tujuan Prosedur Audit Ket

ketentuan.
0. | Penunjukan SPPBJ Meyakinkan  bahwa  calon| AO
Penyedia penyedia pemenang
Barang/Jasa tender/seleksi telah  ditunjuk

sebagai penyedia barang/asa
oleh PPK,

4. Titik Kritis
a Titik-titik kritis pada probity audit tahap pemilihan pengadaan barang/jasa adalah:

1)

3)

4)

9)

Pengumuman tender/seleksi

Titik kritis dalam proses pengumuman adalah terdapat perubahan secara
substansi pada dokumen pemilihan yang dimasukkan dalam e-procurement
dan didownload oleh calon penyedia barang/jasa dengan yang dipegang oleh
Pokja Pemilihan.

Pemberian penjelasan

Pemberian penjelasan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan tidak jelas dan
tidak tuntas, bahkan terdapat pertanyaan yang belum dijawab sehingga
menimbulkan kesalahpahaman bagi penyedia barang/jasa. Untuk pekerjaan
fisik tidak dilaksanakan penjelasan lapangan dan hasil penjelasan tidak
dimasukkan dalam adendum dokumen pemilihan serta tidak di upiocad pada
SPSE.

Pemasukan dokumen penawaran

a) Pokja Pemilihan membatasi akses calon penyedia pada saat pemasukan
dokumen penawaran,

b} Beberapa calon penyedia memasukkan dokumen penawaran melalui /P
address yang sama.

Pembukaan dokumen penawaran

Pokja Pemilihan tidak melaksanakan prosedur pembukaan dokumen
penawaran sesuai ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan
ataupun prosedur SPSE yang berlaku yang berakibat gugurnya penawaran
penyedia barang/jasa.

Evaluasi penawaran

a) Pokja Pemilihan tidak melaksanakan evaluasi penawaran sesuai dengan
dokumen pemilihan.

b) Pokja Pemilihan tidak cermat dalam melaksanakan evaluasi atas
dokumen penawaran.

c) Pokja Pemilihan cenderung memenangkan penyedia barangfjasa
tertentu,
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B) Evaluasi dan pembuktian kualifikasi

Proses evaluasi dan pembuktian kualifikasi tidak dilaksanakan oleh Pokja
Pemilihan dengan cermat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam dokumen pemilihan.

7) Sanggah dan Sanggah Banding

Proses sanggah dan Sanggah Banding serta jawaban tertulis atas sanggah
dan Sanggah Banding tidak dilaksanakan secara transparan, adilftidak
disknminatif serta akuntabel.

5. Probity Audit atas Pelaksanaan Kontrak Barang/Jasa

Audit dilaksanakan pada setiap tahapan proses pelaksanaan kontrak barang/jasa.
Prosedur audit dilaksanakan pada saat proses sedang berlangsung (Audit atas
Proses/AP) dan/atau segera setelah proses selesai (Audit atas Output /AO),

Program kerja audit rinci beserta cek list dokumen dilampirkan dalam Pedoman ini
untuk membantu proses pengambilan simpulan, namun kertas kerja audit harus tetap
disusun auditor sebagai pemenuhan atas standar audit.

SKEMA AUDIT
1. Tujuan Umum

Tujuan Audit atas Pelaksanaan Kontrak adalah memberikan keyakinan bahwa
pelaksanaan kontrak pengadaan barangfjasa sesuai dengan ketentuan dalam
Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan dokumen kontrak.

2. Waktu Pelaksanaan

Audit dilaksanakan selama masa pelaksanaan konirak
3. Prosedur Audit:

No | Tahapan Kegiatan Output Tujuan Prosedur Audit Ket,
‘A | Pengadaan Barang
1. Surat Pesanan Surat Pesanan Meyakini Surat Pesanan (SP) | AO
Barang diterbitkan tepat
waktu dan diotorisasi oleh
pejabat yang berwenang
2. | Perubahan Kegiatan | a. SK Pembentukan | Meyakini adaltidaknya | AO
Pekerjaan Panitia/Pejabat perubahan kegiatan
Peneliti pekerjaan, validitas alasan
Pelaksanaan perubahan dan Kketepatan
Kontrak perhitungan
b. Berita Acara
Negoisasi
perubahan
kegiatan
pekerjaan
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No | Tahapan Kegiatan Output Tujuan Prosedur Audit Ket.
Addendum
Kontrak
3. Pengiriman Surat pemberitahuan | Meyakini ketepatan wakiu | AP/
pengiriman dokumen | pengiriman dan penanganan | AO
pengiriman barang (sudah diterima)
4. Uji Coba Berita Acara/ Meyakini barang vyang | AP/
Laporan Uji Coba diterima dapat beroperasi | AO
sesuai kontrak dan pelatihan
yang diperlukan telah
dilaksanakan
5 | Serah Tenma Benta Acara Serah Meyakini  serah  terima | AO
Barang Terima Barang barang dilaksanakan setelah
persyaratan terpenuhi
B. | Jasa Konstruksi
1, Penyerahan Lokasi | BA Serah Terima Meyakinkan bahwa lokasi | AO
Kerja lokasi kerja kerjla telah  diserahkan
kepada penyedia (dan
dibebaskan seluruhnya)
2. | Penerbitan SPMK SPMK Meyakinkan penerbitan | AQ
SPMK sesuai ketentuan dan
dapat dijadikan acuan untuk
memulai pelaksanaan
pekerjaan
3. Mobiliasi Peralatan/fasilitas Untuk meyakinkan bahwa | AP
yang diperiukan mobilisasi telah dilaksanakan
dalam pelaksanaan sesuai kontrak
4. Penilaian Mutu Hasil penilaian Meyakinkan bahwa mutu| AP/
pekerjaan sesual dengan | AO
standar teknis yang
ditetapkan dalam kontrak
5 | Penilaian Prestasi Laporan Kemajuan | Meyakinkan laporan | AP/
Pekerjaan Pekerjaan kemajuan pelaksanaan | AO
pekerjaan sesuai dengan
realisasi kemajuan  fisik
pekerjaan yang terpasang,
dan pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan kontak
6. | Pembayaran SPM Untuk meyakinkan bahwa | AO

prestasi pekerjaan

jumlah tagihan penyedia
tidak melebihi  prestasi
pekerjaan yang terpasang,
dan pekerjaan dilaksanakan

sesuai dengan kontrak
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No | Tahapan Kegiatan Output Tujuan Prosedur Audit Ket.
7. | Perpanjangan/Dend | Addendum/ Untuk meyakinkna bahwa | AO
a/Ganti rugi Pengenaan perpanjangan waktu

Denda/Ganti Rugi pelaksanaan telah mendapat
pertimbangan yang layak dan
wajar oleh PPK
'8 | Serah terima ‘Benta Acara Meyakinkan pekerjaan telah | AP/
Pekerjaan (Provisial selesai dilaksanakan sesuai | AQ
Hand Over (PHO) dengan kontrak
9. | Serah terima akhir | Berita Acara | Meyakinkan bahwa | AP/
pekerjaan (Final pemeliharaan telah selesai| AO
Hand Over/FHO) dilaksanakan sesuai kontrak
C. | Jasa Konsultasi
1. Surat Perintah Mulai | Surat Perintah Mulai | Meyakini  Surat  Perintah | AQ
Kera Kena Mulal Kena diterbitkan waktu
dan diotorisasi oleh pejabat
yang benwvenang
2. | Mobilisasi | Jadwal Mobilisasi Meyakini  mobilisasi| AO
dilaksanakan sesuai jadwal
dan peralatan yang tersedia
sesual kebutuhan
3, Pemeriksaan Benta Acara Meyakini  peralatan dan | AO &
Personil dna personil tersedia sesuai| AP
Peralatan kebutuhan dengan
spesifikasi sesuai ketentuan
dalam konfrak
4, Perubahan Personil | Surat perubahan 1) Meyakini  penggantian AO
dan Peralatan yang | personil dan periatan personil dan peralatan
diajukan oleh dan addendum berdasarkan pada
penyedia kontrak alasan yang sah
2) Meyakini  penggantian
dan peralatan tidak
mengurangi kualitas
5. Penggantian Surat Perintah dan 1) Meyakini tidak adanya AO
Personil Penyedia dokumen personil kondisi yang
atas Penntah PPK pengganti mengharuskan
penggantian  personil
kKarena dianggap tdak
mampu atau tidka dapat
melakukan perkenaan
dengan bak atau
berkelakuan tidak baik
2) Meyakini personil
pengganti mempunyai
kualifikasi keahlian
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No

Tahapan Kegiatan Output Tujuan Prosedur Audit Ket.

personil yang sama atau
lebih tinggi

3) Meyakini  penggantian
personil dilakukan tepat
waktu

Perubahan lingkup | Addendum Kontrak Meyakini ada/tidaknya | AO &
Pekerjaan perubahan lingkup | AP

pekerjaan, validitas alasan
perubahan dan ketepatan
perhitungan

Perpanjangan Addendum Kontrak Meyakini adaftidak kondisi | AO
Waktu Pelaksanaan yang mengharuskan
Pekerjaan dilakukan perpanjangan

waktu pelaksanaan
pekerjaan, dan “jika ada®
telah dilakukan sesuai
ketentuan

Penyelesaian Laporan Akhir Meyakini  serah terima| AOQ
pekerjaan laporan akhir dilaksanakan

setelah seluruh persyaratan
terpenuhi

4. Titik Kritis

a. Titik kritis pada tahap pelaksanaan kontrak untuk Jasa Konstruksi dapat terjadi
pada tahap-tahap tertentu, antara lain-

1)

2 9O $H» W

Dalam tahap penyerahan lokasi kerja tidak dilakukan pemeriksaan lapangan
bersama terhadap lokasi kerja sebelum lokasi kerja diserahkan pada
penyedia dan tidak dibuatnya Berita Acara Penyerahan lokasi kerja;

Pada tahap rapat persiapan pelaksanaan kontrak, yaitu tidak
dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan penyedia
pekerjaan konstruksi tidak menyerahkan program mutu,

Tahapan pemberian uang muka dimana pembayaran uang muka tidak
didasarkan pada klausal pembayaran uang muka dalam kontrak;

Tahap Penyusunan Program Mutu, dimana PPK tidak melakukan penilaian
atas hasil pekerjaan daiam hal mutu dan kemajuan fisik pekerjaan;
Perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak didukung dengan
perubahan kontrak/adendum oleh PPK;

Kesalahan dalam realisasi pembayaran prestasi pekerjaan, diantaranya:

a) Realisasi pembayaran melebihi kemajuan fisik pekerjaan,

b) Realisasi pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan yang terpasang,
c) Realisasi pembayaran tidak disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.
Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kentrak seperti
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volume pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, kualitas pekerjaan tidak sesuai
dengan spesifikasi teknis dalam kontrak!/ kualitas pekerjaan rendah, dan
penyelesaian pekerjaan terlambat,

8) Tahapan Pemutusan Kontrak, dimana baik penyedia maupun PPK tidak
melakukan pemutusan kontrak meskipun terjadi kondisi yang memenuhi
syarat untuk dilakukannya pemutusan kontrak seperti penyimpangan
terhadap pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

. Titik kritis pada tahap pelaksanaan kontrak untuk Jasa Konsultasi dapat terjadi
pada tahap-tahap tertentu, antara lain :

1) Mobilisasi peralatan tidak dilaksanakan sesuail dengan kebutuhan,

2y Tenaga Ahli/Pendukung tidak sesuai tenaga ahli yang dipersyaratkan dalam
KAK.

3) Tidak ada jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung;

4) Perubahan Pekerjaan tidak disertai dengan justifikasi perubahan pekerjaan;

5 Keterlambatan hasil pelaksanaan pekerjaan.

. Titik kritis dalam pelaksanaan konitrak dapat tenadi pada setiap tahap
pelaksanaan mulai dari Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) sampai dengan tahap serah terima hasil pekerjaan dan/atau masa
pemeliharaan. Daftar risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak
pengadaan barang/jasa lainnya adalah sebagai berikut:

1) Surat Perintah Pengiriman (SPP)
a) Surat Perintah Pengiriman diterbitkan melebihi waktu 14 hari kerja yang
ditetapkan dalam ketentuan
b) Surat Perintah Pengiriman tidak ditandatangani/disetujui oleh pejabat
pihak yang berwenang dan pihak penyedia.
c) Surat Perintah Pengiriman disetujui oleh penyedia tidak melebihi 7 hari
kerja setelah SPP diterbitkan.

2) Pemberian Uang Muka
a) Pemberian uang muka tidak berdasarkan permohonan uang muka yang
berisikan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai kontrak.
b) Nilai uang muka yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak,
c) Uang muka dibayarkan tanpa adanya Jaminan Uang Muka

3) Penyusunan Program Mutu
a) Program Mutu tidak disusun oleh Penyedia tetapi oleh pihak lain
b) Dokumen Program Mutu tidak memuat seluruh informasi yang relevan
sesuai ketentuan.
c) Program Mutu tidak disesuaikan (diadendum) dengan jenis barang/jasa,
karakteristik dan kompleksitas pekerjaan.

4) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
a) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak kesamaan
pemahaman atas kontrak yang bernilai besar atau kompleks.
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&)

2

&

b} Rapat persiapan tidak dilaksanakan secara formal, sehingga lidak dapat
dijadhkan dasar acuan.

c) Dalam rapal persiapan pelaksanaan kontrak tidak dibahas secara
menyeluruh atas hal-hal yang seharusnya dibahas sesuan ketentuan.

Pemeriksaan Bersama

a} Tidak dilakukan pemeriksaan bersama. sementara hal tersebut
sebenamya diperlukan

b} Pemerksaan bersama tidak diluangkan dalam Berita Acara.

c) Pemerksaan bersama yang mengakibalkan perubahan, tidak dituangkan
dalam adendum kontrak.

Pengendalian Kontrak

a} Para pinak lidak melakukan pengawasan/pengendalan terhadap
pelaksanaan kontrak

b} Terjadi dawiasi antara realisas: dangan target sehingga taerjadi kantrak
kntis, namun lidak dilakukan rapat pemkbuklian

¢} Penyedia fidak mampu mencapai larget yang ditetapkan

Inspirasi Pabrikasi

a} Para phak tidak melakukan nspeks) atas proses pabrikasi
barangiperalatan khusus pada saat diperlukan.

b} Jadwal, tempat dan ruang ingkup inspeks: tidak sesuai dengan ketentuan
dalain Kontrak

Pembayaran Prestasi Pakerjaan

a) Cara pembayaran hasil pekerjaan lidak sesuaj ketentuan/klausal kontak

b} Jumlah pembayaran tidak sesuai dengan progres fisik yang telah
dilaksanakan.

Perubahan Konltrak

a} Perubahan pelaksanaan pekenaan di lapangan ldak drdukung dengan
perubahanfadendum kanltrak

b} Adanya kolusi anlara penyedia, PPK. dan Pamibia/Pegabat Penenma Hasil
Pekerjaan untuk merubah kuantitas dan kualitas pekerjaan dalam rangka
KKN.

10 Penyesuaian Harga

a} Penyesuaian harga tidak dilakukan atas kontrak yang tepat (jenis dan
mas3a kontrak}.

b} Perhitungan penyesuaian harga dilakukan tidak sesua dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam kontrak

11y Keadaan Kahar

a} Keadaan kahar tidak sesuai dengan keadaan yang ditetapkan dalam
kontrak

b} Kebijakan PPK dalam menangani keadaan kahar tidak sesuai dengan
katantuan kontrak
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12) Penghentian Kontrak atau Berakhimya Kontrak
a} Konirak dihentikan tidak sesual dengan ketentuan dalam kontrak.
b} Konirak ielah berakhir namun mash erdapal sisa pembayaran yany
belum dibayarkan ke penyedia.

13 Pemulusan Kenlrak
a} Tahapan Pemutusan Kontrak. dimana baik penyedia maupun PPK tidak
melakukan pemutusan kantrak meskipun terjadi kondisi yang memanuhi
syaral unluk dilakukannya pemutusan kontrak.
b} Pemutusan kontrak tidak dilanjutkan dengan pencairan  jaminan
pelaksanaan/uang muka, dan mengenakan sanksi daftar hitam.

14) Pemberian Kesempatan
PPK tidak memberkan kesempatan sesuai dengan kelentuan.

15 Denda dan Ganti Rugi
Cara parhitungan denda tidak sesuar dengan ketlantuan kontrak,

Ouitaut dan Qutcome yang Diharapkan

Output yang diharapkan dari pelaksanaan probily audit pengadaan barangfjasa
adalah Laporan Hasil Protify Aughf Pengadaan Barang/Jasa yang menya)ikan
informasi mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil penilaian atas
proses pengadaan barangijasa yang diaudit, dikaitkan derngan prinsip-prinsif
efisien, efeklif, terbuka dan bersaing, transparan, adifhdak diskominatf, dan
akuntabel.

Sedangkan oufcome-nya adalah dimanfaalkannya laporan hasil audit uniuk
pengambilan  kepulusan oleh  Pemerintah  dalam  rangka memperbaiki
parencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa
agar lebih efisien, efektf. terbuka dan bersaing, transparan, adilftidak
disknminatf, dan akuntabel

24



BAB IV
PELAPORAN HASIL PROBITY AUDIT

A, Tujuan Pelaporan Hasil Audit

Pelaporan hasil audil pangadaan barangf/jasa mempunyai bebarapa tujuan, yatu

1

Memberikan informasi yang obyektif kepada pihak tarkail mengenai kegatan
pengadaan barang/jasa,

. Menyajikan hasil penilaian alas kondisi pelaksanaan pengadaan barangfasa. ditinjau

dar prinsip-prinsip efisien. efektf, terbuka dan bersaing, bransparan, adlftidak
diskrnminabf. dan  akuntabel, serta mamberikan rekomendasi perbaikan;

Menyajikan informasi yang dapal digunakan untuk pengambilan keputusan dalam
rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan. dan  pengendalian  kegialan
pengadaan barang/jasa yang lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing. transparan,
adil:tidak diskniminatif, dan akuntabel.

B. Substansi Hasil Probity Audit

Substansi yang harus disajkan dalam lapcran hasil audit adalah sebagal berikut:

1.

Dasar Audil

Oasar audit merupakan semua peraturan  alau  ketentuan  yang mendasari
dilakukannya sualu audit. lermasuk surat tugas untuk melakukan audit dar' pejabat
vang berwanang Dalam audil pengadaan barangfjasa, dasar audit yvang harys
menjad acuan dan harus diungkapkan dalam laporan hasil audit antara lain adalah
Perpras Nomar 54 Tahun 2010 dan paraturan lain yang barlaku

Tujuan Audn
Tujuan audit harus diuraikan secara jelas sesuai dengan petunjuk pedeman yang telah
ditetapkan.

Ruang Lingkup Audit
Lingkup yvang harus disgjikan adalabh mula dari proses peréncanaan, pérsiapan,
pelaksanaan pelelangan pelaksanaan fisik dan pemanfaatan pengadaan barangfasa

. Simpulan Hasil Audit

Simpulan hasil audit menapakan simpulan yang dibuat auditor berdasarkan hasil
pengujian dan penlialan yang dilaksanakan atas proses pengadaan barang/jasa

C. Format Laporan Hasil Probity Audit

Foarmat laporan hasil probity audit pengadaan barangljasa disgjikan dalam bentuk surat
sepert pada Lampiran Foimat LHA.
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D. Distribusi Laporan Hasil Probity Audit

Distribusi laporan hasil probity audit pengadaan barang/fjasa mengikuti ketentuan
dalamPedoman Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal, kecuali laporan tersebut
mempunyai indikasi KKN yang menimbulkan kerugian negara. Agar ditembuskan pada
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dab Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ir. jayanti, M.CP
NIP 19690205 199503 2 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan — Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat
Telepon : (021) 5T05087, 5730243 Fax. (021) ST05087 Telex : 48228 PRX 1A

Lampiran 1
tanggal
Nomor
Lampiran
Hal . Laporan Hasil Audit Probity atas Pengadaan Barang/Jasa pada
Sekretanat Inspektorat/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretanat Badan

Tahun 20XX

Yang terhormat,
Sekretanat Inspektorat/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan
di

Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 4 Tahun 2015, Inspektorat
Jenderal telah melaksanakan probity audit atas ...... (diisi tahap pengadaan barang/jasa yang
diprobity) pada Satker yang Saudara pimpin. Hasil audit disampaikan sebagai berikut:

1. Audit dilaksanakan bertujuan untuk:
(diisi tujuan audit)
Contoh: untuk memberikan keyakinan yang memadai atas...

2. Audit dilaksanakan terhadap paket pengadaan (isi dengan informasi paket pekerjaan),
Uraian hasil audit terhadap proses pengadaan barang/jasa, sebagai berikut:

a. (dilengkapi unsur temuan)
b. (dilengkapi unsur temuan)
c. (dilengkapi unsur temuan)

3. Sehubungan dengan permasalahan di atas, kepada Saudara kami rekomendasikan,
sebagai berikut:

a. (rekomendasi)
b. (rekomendasi)
c. (rekomendasi)
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Pelaksanaan probity audit tidak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dari Unit Layanan Pengadaan/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kepada auditor probity. Tanggung jawab pelaksanaan
pengadaan termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi auditan.
Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil audit, pendapat dan/atau saran yang diberikan
kepada auditan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa.

Demikian disampaikan, selanjutnya kami mengharapkan agar rekomendasi di atas
ditindaklanjuti paling lambat 3 hari setelah surat ini diterima.

Atas perhatian dan tindak lanjut yang dilakukan diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal

Sekretaris

NIP.

Ternbusan:

1. Inspektur Jenderal KLHK;
2. Inspektur Wilayah/Direktur Jenderal/Kepala Badan,
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Lampiran 2

Probity Audit atas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

A. Program Kerja Audit atas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Untuk meyakinkan bahwa rencana
pengadaan sesuai kebutuhan riil.

| | Rencana Realisasi
No Tujuan dan Prosedur Audit Pelaksans | Waktu | Pelaksana | Waktu ::A
A. | Identifikasi Kebutuhan |
1. | Analisis kelayakan kebutuhan
barang/jasa.
Tujuan Audit

‘Prosedur Audit

Dapatkan konsep dokumen Identifikasi
Kebutuhan Barang/Jasa dan dokumen
pendukungnya (seperti RKBMN/D dan
RKPBMN/D)

Telaah kesesuaian dan kelayakan jumlah
dan jenis barang/jasa yang dibutuhkan
dengan rencana  kebutuhan il
pengadaannya dan Renja K/IL/PD.

Tuangkan dalam daftar uji dan buat
simpulan hasil audit

Penetapan Barang/Jasa

Tujuan Audit

Untuk meyakinkan bahwa barang/asa
yang akan diadakan telah mengacu pada
Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia
atau peraturan dari kementerian teknis
terkait

Prosedur Audit

Dapatkan konsep dokumen Penetapan
Barang/Jasa

| Telaah kesesuaian dan kelayakan

rencana penetapan barang/asa dengan
klasifikasi sesuai peraturan yang beriaku.

Tuangkan dalam daftar uji dan buat
simpulan hasil audit
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Rencana Realisasi
N Ti dan Prosedur A : :
2 Upisn SABRromedie AR | peiakeana | Wakti | Pelaiaana | Wakta e
C. | Cara Pengadaan Barang/Jasa
Tujuan Audit

Untuk  meyakinkan bahwa cara
pengadaan yang &kan dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
K/L/PD serta sifat kegiatan yang akan
dilaksanakan,

Prosedur Audit

Dapatkan konsep dokumen penstapan
cara pengadaan barangfjasa dan
dokumen pendukungnya.

Analisis pemenuhan knteria pengadaan
dengan cara swakelola/melalui penyedia.

Tuangkan dalam daftar uji dan buat
simpulan hasil audit

D.

Jadwal Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan Audit
Untuk meyakinkan bahwa jadwal kegiatan
PBJ yang akan dilaksanakan telah
memberikan alokasi waktu yang cukup
untuk penyelesaian pekerjaan
barang/jasa.

Prosedur Audit

Dapatkan konsep dokumen jadwal
pengadaan barang/jasa dan
pendukungnya.

Analisis kecukupan waktu persiapan
pengadaan (swakelola/melalui penyedia).

Analisis kecukupan waktu pelaksanaan
pengadaan (swakelola/melalui penyedia).

Tuangkan dalam daftar uji dan buat
simpulan hasil audit

Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan Audit:

Untuk meyakinkan bahwa anggaran yang
akan ditetapkan telah mencakup biaya
barang/jasa yang dibutuhkan dan biaya
pendukung, serta meyakinkan anggaran
tidakditinggikan/di-mark up




Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana Realisasi

Ref

Waktu | Pelaksana | Waktu KKA

Prosedur Audit

Dapatkan dokumen rencana anggaran
pengadaan.

Analisis kecukupan anggaran untuk
memperoleh barang/jasa yang
dibutuhkan, berupa:
- Biaya barangfjasa yang dibutuhkan;
- Biaya pendukung;

Dapatkan dokumen proses penyusunan
anggaran dan dasar penentuan nilai
anggaran PBJ yang diaudit. Berdasarkan
dokumen-dokumen tersebut:

- Lakukan analisis kesesuaian proses
penetapan nilai anggaran dengan
ketentuan yang berlaku.

- Lakukan observasi, reviu,
wawancara, dan analisis atas proses
penyusunan dan penetapan nilai
anggaran PBJ yang diaudit

F.

Tuangkan dalam daftar uji dan kertas
kerja, dan buat simpulan hasil audit.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Tujuan Audit

Untuk meyakinkan bahwa RUP telah
diumumkan melalui website K/IL/PD,
papan pengumuman resmli  untuk
masyarakat, dan portal nasional melalui
LPSE secara lengkap.

| Prosedur Audit
| Monitor pengumuman RUP pada website |

dan LPSE - KIL/PD (SIRUP).

Monitor pengumuman RUP pada papan
pengumuman resmi untuk masyarakat.

Lakukan reviu materi pengumuman
Rencana Umum Pengadaan, apakah
telah sesuai dengan dokumen aslinya
antara lain nama kegatan, tahun
anggaran, sumber dana, pagu anggaran,
jadwal waktu pelaksanaan pelelangan
dan pelaksanaan kegiatan.
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Realisasi

Tujuan dan Prosedur Audit
Pelaksana Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

Tuangkan dalam daftar uji dan buat
simpulan hasil audit

B. Daftar Uji Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

No.

Aspek Penilaian

Pernyataan

Ket.

A.

Identifikasi Kebutuhan

1.

Terdapat hasil telaahan kelayakan barangfjasa yang
dimilikidikuasai K/IL/PD.

1 Ya

I Tidak

Terdapat dokumen hasil telaahan riwayat kebutuhan
barang/jasa atas kegiatan yang sama.

| Ya

. Tidak

Hasil telaahan kelayakan barang/jasa telah meliputi seluruh
barangfjasa yang dimiliki‘dikuasai K/L/PD.

' Ya

Tidak

Hasil telaahan kelayakan barang sesuai dengan kondisi
fisik sebenarnya di lapangan (berdasarkan sampling).

Ya

Tidak

Jumlah kebutuhan barangfjasa didasarkan pada tren
pengadaan barang/jasa pada kegiatan sejenis.

Ya

Tidak

Terdapat dokumen hasil identifikasi kebutuhan riil jasa,
contohnya Studi Kelayakan (Feasibility Study) untuk
pengadaan jasa selain pekeraan konstruks:,

Ya

Tidak

Untuk pekerjaan konstruksi, terdapat dokumen hasil
identifikasi kebutuhan berupa outout darijasa konsultansi
yaitu desain/rancangan pekerjaan konstruksi.

| "Ya

Tidak

Terdapat dokumen perencanaan/desain untuk sarana dan
prasarana pendukung berfungsinya konstruksi tertentu.

| Ya

Tidak

Terdapat dockumen Rencana Kebutuhan Barang Milik
Negara/Daerah sebagal hasi identifkasi kebutuhan il
barang bagi K/L/PD.
Terdapat dokumen:

- standar barang

- standar kebutuhan

- standar harga (untuk BMN) atau SK Kepala Daerah
tentang standar harga (untuk BMD)

- Perkada tentang standarisasi sarana dan prasarana
kerja pemda.

] Ya
1 Ya

Ya

Ya

Tidak
Tidak

| Tidak

Tidak

10. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah telah

disusun dengan memperhatikan:

- usulan rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh
Kuasa Pengguna Barang (KPB) masing- masing unit

kerja/SKPD.

Ya

Tidak
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pekerjaan

No. Aspek Penilaian Pernyataan
- ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada,
sesuai dengan data barang pada pengguna barang Ya Tidak
dan/atau pengelola barang.
11. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah telah
berpedoman pada:
- slandar barang, Ya 1 Tidak
- standar kebutuhan, dan Ya I Tidak
- standar harga (untuk BMN) atau SK Kepala Daerah O Ya Tidak
tentang standar harga (untuk BMD) ‘
- Per_kada tentang standarisasi sarana dan prasarana 1 Ya Tidak
kerja pemda.
12. Standar benkut ini, telah ditetapkan oleh pengelola barang
setelah berkoordinasi dengan instansi terkait (misal: PU,
BPS, Lembaga Elektronik Negara):
- slandar barang | Ya I Tidak
- standar kebutuhan Ya Tidak
13. Usulan pengadaan pekerjaan konstruksi telah sesuai | _ Ya | Tidak
dengan desain yang dibuat sebelumnya. ‘
14. Buat simpulan hasil audit dan rekomendasi perbaikan | Ya | Tidak
identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa. ‘
B. | Penetapan Barang/Jasa
1. Terdapat dokumen penetapan barang/jasa Ya I Tidak
2. Barangfasa yang ditetapkan sesuai dengan Klasifikasi
Baku Komoditas Indonesia atau peraturan dan | Ya Tidak
kementerian teknis terkait
3. Buat simpulan hasil audit dan rekomendasi perbaikan
identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa
C. | Cara Pengadaan BaranglJasa
1. Terdapat kebijakan umum tentang cara pengadaan | Ya I Tidak
2. Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan yang
menggunakan Penyedia Barang/Jasa, diarahkan pada
pemenuhan ketentuan Penyedia Barang/Jasa yang akan | | Ya Tidak
ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan, ditetapkan
melalui pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
‘3. Buat simpulan dan rekomendasi perbaikan kebijakan
umum tentang cara pengadaan.
'D. | Jadwal Pengadaan Barang/Jasa
1. Dokumen jadwal kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 3 gk Tidak
2. Terdapat uraian tanggal mulai dan tanggal selesai Ya Tidak




No. Aspek Penilaian Pernyataan
3. Penyelesaian pekerjaan tidak melewati tahun anggaran, | va Tidak
kecuali pekerjaan dengan kontrak tahun jamak; '
4. Wakiu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kebutuhan Ya Tidak
pengguna
5. Buat simpulan hasil audt dan rekomendasi perbaikan
jadwal kegiatan PBJ
E. | Anggaran Pengadaan Barang/Jasa
1. RAB pengadaan barangfjasa telah mengacu
- Enginer Estimate 1 Ya Tidak
- Hasil Survei Harga 1 Ya Tidak
- Perhitungan Sendiri ' Ya Tidak
- Standar Biaya Umum " Ya I Tidak
- Ada dokumen/kertas kena perhitungan biaya/ | _
' Ya | Tidak
penganggaran pengadaan barang/jasa.
2. Perkiraan harga/anggaran pengadaan barang/jasa wajar ' Ya Tidak
3. Buat simpulan hasil audit dan rekomendasi perbaikan
perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
F. | Rencana Umum Pengadaan (RUP)
1. Dokumen RUP telah ditetapkan oleh PA/KPA yang | s
ditunjuk. ] Ya Tidak
2. Pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa di
masing-masing K/L/PD dilakukan secara fransparan
kepada masyarakat [uas, yaitu:
- papan pengumuman resmi untuk masyarakat Ya Tidak
- Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (SiRUP | _ Ya | Tidak
LKPP)
- website masing-masing K/'L/PD 1 Ya | Tidak
3. Pengumuman dilakukan sebagai berikut:
- soit:l-ah rencana kerja dan anggaran K/L/I disetujui | Ya Tidak
- setelah rancangan Perda APBD disetujui bersama oleh | Ya | Tidak
Pemerintah Daerah dan DPRD,; '
- sebelum pengumuman pelaksanaan pengadaan )
barangfjasa oleh ULP, Ya Ticleks
- pada tahun anggaran benalan yang kontraknya akan | Ya | Tidak
dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang.
4. Materi pengumuman RUP:
- mencantumkan nama dan alamat PA O Ya I Tidak
- n?encantumkan paket pekerjaan yang akan| Ya Tidak
dilaksanakan
- mencantumkan lokas: pekenaan Ya Tidak




No. Aspek Penilaian Pernyataan
- N!at.eri pquumuman RUP mencantumkan perkiraan | Ya I Tidak
nilai pekerjaan
- Materi pengumuman RUP mencantumkan perkiraan | Ya T Tidak

wakiu pelelangan dan pelaksanaan pekernaan

Buat simpulan hasil audit dan rekomendasi perbaikan
pengumuman RUP




Lampiran 3

Audit atas Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

A. Program Kerja Audit atas Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Rencana Realisasi
No Tujuan dan Prosedur Audit Pelaksana | Waktu | Pelaksana | Waktu '?:A
A. | Penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Tujuan Audit:

Untuk meyakinkan bahwa materi KAK
telah menggambarkan dari awal proses
pekerjaan sampai dengan selesai
pekerjaan, dan spesifikasi teknis tidak
mengarah pada produk/penyedia
tertentu,

Prosedur Audit

Dapatkan dokumen Kerangka Acuan
Kerja yang mendukung kegiatan
pengadaan barang/jasa.

Pelzjari dan analisis materi yang tertuang
dalam Kerangka Acuan Kerja.

Yakinkan bahwa materi yang tertuang
dalam KAK untuk barang/konstruksi/ jasa
lainnya antara lain telah memuat uraian
kegiatan, lokasi kegiatan, sumber dana,
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan,
spesifikasi teknis barang/konstruksi,
perkiraan biaya pekenaan, garansi
barang/masa pemeliharaan, dan gambar
brosur/desain pekerjaan konstruksi yang
akan dilaksanakan,

Yakinkan bahwa materi yang tertuang
dalam KAK untuk pekerjaan konsuliansi
antara lain memuatruang lingkup, oufput
yang diinginkan, sumber dana, jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan, jenis
laporan, isi laporan, jumilah laporan,
kualifikasi tenaga ahli, analisa kebutuhan
tenaga ahli, perkiraan biaya pekerjaan.

Tuangkan dalam daftar uji dan buat
simpulan hasil audit




Rencana Realisasi
N T dan Prosedur Aud .
2 Ui can Rrosedac Aok Pelaksana Waktu | Pelaksana | Waktu :K.I'\
B. | Penetapan HPS
Tujuan Audit

Meyakinkan bahwa Harga perkiraan
sendin (HPS) telah disusun dengan harga
yang wajar, dapat dipertanggunjawabkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
tidak ada penggelembungan HPS, tidak
ada penambahan item biaya yang tidak
diperiukan.

Prosedur Audit

Dapatkan dokumen HPS yang telah
selesai disusun oleh PPK dan dokumen
pendukungnya;

Analisis kesesuaian HPS dengan data
pendukungnya;

Lakukan pengujian atas hasi perhitungan
dalam kertas kerja HPS;

Melakukan konfirmasi harga melalui
survei ke pasar dan/atau browsing
internet dan/atau media cetak dan/atau
media elektronik lainnya dan/atau sumber
data lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan sebagai
pembanding kewajaran harga satuan
HPS;

Telit apakah komponen biaya pada HPS
sudah memasukkan unsur;

- Biaya untuk barang yang akan
diadakan,

- Biaya untuk pemasangan (termasuk
untuk komponen peralatan yang
digunakan).

- Biaya untuk transportasi, termasuk
untuk transportasi lokal dan
pemindahan barang (apabila
diperiukan);

- Biaya untuk asuransi barang dan
tenaga kerja yang diperlukan;

- Biaya untuk pelatihan cara

pengoperasian/penggunaan dan
cara pemeliharaan (apabila

diperiukan);
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana | Waktu

Ref
KKA

- Biaya untuk pajak yang wajib
dibayar/yang menjadi
tanggungannya (PPN);

- Biaya lain yang dipergunakan,

| Penetapan Rancangan Kontrak

Dapatkan rancangan kontrak yang
disusun oleh PPK;

Analisis Kesesuaian rancangan kontrak
dengan Standar Dokumen Pengadaan
yang diterbitkan cleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Pemerintah (LKPP) dan/atau
Standar lainnya,

Penetapan Aturan Lain (Uang Muka, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan,
Jaminan Pemeliharaan, Sertifikat Garansi dan/atau Penyesuaian Harga

Tujuan Audit

Meyakinkan rancangan Syarat
Umum/Syarat Khusus Kontrak telah
sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang beriaku.

Prosedur Audit

Dapatkan rancangan Syarat
Umum/Syarat Khusus Kontrak

Analisis kesesuaian Syarat
Umum/Syarat Khusus Kontrak telah
sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku, khususnya meyangkut.

- Pengaturan uang muka,

- Pengaturan aminan uang muka,
- Pengaturan jaminan pelaksanaan
- Pengaturan pemeliharaan;

- Pengaturan sertifikat garansi,

|- Pengaturan penyesuaian harga.

B. Daftar Uji Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

No.

Aspek Penilaian

Pernyataan

Penetapan KAK

1. Dokumen spesifikasi teknis disusun oleh PPK

| Ya Tidak




Aspek Penilaian

Pernyataan

2. Dokumen spesifikasi teknis mengacu kepada hasil kajian
ulang RUP

] Ya

Tidak

3. Spesifikasi teknis telah sesuai dengan kebutuhan

1 Ya

Tidak

4. Tidak terdapat kriteria spesifikasi teknis yang dapat
menimbulkan persaingan yang tidak sehat

| Ya

I Tidak

5 Dokumen Spesffikasi teknis telah mencantumkan
persyaratan |enis barang, ukuran/ dimensikapasitas,
fungsi’kegunaan, cara memproduksi pembuatan barang
(jika diperlukan), material/ bahan yang digunakan, standar
mutu yang dibutuhkan, dan persyaratan lain yang
diperiukan

1 ¥Ya

Tidak

8. Dokumen spesifikasi teknis telah mencantumkan
persyaratan : carapengangkutan, cara penggunaan/
pemanfaatan/memfungsikan/mengoperasikan  termasuk
cara pemeliharaan dan/atau penimbunan/penyimpanan
barang dan lainnya yang terkait

1 Ya

Tidak

7. Dokumen spesifikasi teknis telah mencantumkan
persyaratan persyaratan untuk melakukan pelatihan

tentang cara pengoperasian/penggunaan barang yang
akan diadakan

1 Ya

O Tidak

8. Dokumen spesifikasi teknis telah mencantumkan
persyaratan penerapan manajgemen K3

1 Ya

! Tidak

9. Dokumen spesifikasi teknis untuk kenstruksi telah sesuai
ketentuan yang berlaku

1 Ya

T Tidak

10. Dokumen teknis telah mencantumkan persyaratan
persyaratan minimal pendidikan formal dan tenaga ahli
sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan untuk jasa
konsultansi

] Ya

! Tidak

11. Dokumen teknis untuk jasa konsultan persyaratan minimal
pendidikan formal dan tenaga ahli sesuai dengan bidang
keahlian yang dibutuhkan

0 Ya

Tidak

12 Penyusunan dokumen teknis untuk jasa konsultan telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ya

Tidak

Penetapan HPS

1. HPS dibuat cleh PPK

' Ya

| Tidak

2. Tanggal ditetapkan HPS disusun paling lama 28 {dua puluh
delapan) han kena sebelum batas akhir pemasukan
penawaran untuk pemilihan yang menggunakan pasca
kualfikasi, sedangkan pemilihan berdasarkan
prakualifikasi ditambah dengan lamanya waktu kualifikasi

1 Ya

1 Tidak

3. HPS telah disusun berdasarkan data pendukung/
pembanding

-

O Ya

Tidak
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Aspek Penilaian

Pernyataan

HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya
overhead yang dianggap wajar (paling tinggi 15% dari harga
dasar tidak termasuk PPN)

Ya

Tidak

Komponen HPS telah memperhitungkan semua unsur
biaya yang diperiukan

] Ya

| Tidak

Telah dibuat kertas kerja perhitungan volume yang terdapat
dalam Daftar Kuantitas dan Harga atau Bill of Quantity
(BoQ) dengan mengacu kepada gambar desain.

0 Ya

Tidak

Perhitungan perkalian antara volume dengan harga satuan
telah tepat

] Ya

Tidak

Perhitungan biaya non personil maksimum sebesar 40%
dan personil sebesar 80% dari total biaya Konsultan

| Ya

Tidak

HPS untuk konsultan perencana desain berulang, yaitu:

- Pengulangan pertama 75%

- Pengulangan kedua 65%

- Pengulangan ketiga, danseterusnya masing- masing
sebesar 50% terhadap komponen biaya perencanaan
(Permen PU Nomeor 45 tahun tahun 2007)

' Ya

1 Tidak

10. Buat Simpulan dan rekomendas:

Penetapan Rancangan Kontrak

1

Dokumen rancangan kontrak telah disusun oleh PPK

| Ya

I Tidak

2. Rancangan kontrak mengacu kepada Standar Dokumen

Pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP

"l Ya

Tidak

3. Buat Simpulan dan rekomendasi

Penetapan Aturan Lain (Uang Muka, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan,

Jaminan Pemeliharaan, Sertifikat Garansi dan/atau Penyesuaian Harga

1

Dokumen rancangan Syarat Umum dan Syarat Khusus

Kontrak Ya Tidak
2. Rancangan Syarat Umum/Syarat Khusus Kontrak
mengacu kepada Standar Dokumen Pengadaan yang | (| Ya I Tidak

diterbitkan oleh LKPP

Buat Simpulan dan rekomendasi




Lampiran 4

Audit atas Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

A. Program Audit atas Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

No

Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Prosedur Audit

Tujuan Audit:

Meyakinkan dokumen persiapan
pengadaan dapat dilaksanakan sesual
dengan kebutuhan.

| Dapatkan dekumen reviu atas dokumen

persiapan pengadaan yang dilakukan
oleh Pokja Pemilihan, mencakup:

- kelengkapan KAK dan gambar (jika
diperiukan),

- kecukupan HPS;

- kesesuaian rancangan  kontrak
dengan ruang lingkup pekenaan;

- ketersediaan dan kecukupan
anggaran dalam DIPA/DPA atau
RKA-KL/IRKA-PD,

- ketersediaan ID paket RUP dalam
aplikasi SIRUP;

- ketersediaan barang/jasa dan pelaku
usaha dalam analisis pasar.

Lakukan analisis/pengujian terhadap hasil
reviu yang dilakukan Pokja Pemilihan

o

Buat Simpulan dan rekomendasi

Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Tujuan Audit

Meyakinkan bahwa metode pemilihan
penyedia sesuai dengan  jenis
barang/jasa, KAK, pagu anggaran dan
HPS, rancangan kontrak, serta hasil
analisis pasar.

Prosedur Audit

Dapatkan dokumen penetapan metode
pemilihan penyedia
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

Analisis pemenuhan kntena atas metode
pemilihan penyedia yang ditetapkan
Pokja Pemilihan.

Buat Simpulan dan rekomendasi

Penetapan Metode Kualifikasi

Tujuan Audit

Meyakinkan bahwa metode kualifikasi
sesuai dengan kompetensi, kemampuan
usaha, dan pemenuhan persyaratan
sebagai penyedia.

Prosedur Audit

Dapatkan dokumen penetapan metode
kualifikasi

Analisis kesesuaian metode kualifikasi

dengan jenis kompetensi, kemampuan

usaha, dan persyaratan penyedia berupa:

- Metode pascakualifikasi/
prakualifikasi;

- Syarat kualifikasi administrasi,

- Syarat kualifikasi teknis;

- Syarat  kualifikasi kemampuan
keuangan.

Buat Simpulan dan rekomendasi

D.

Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Tujuan Audit

Meyakinkan metode evaluasi penawaran
sesual dengan jenis barang/jasa, ruang
lingkup/ kompleksitas pekerjaan dan
metode pemilihan penyedia.

Prosedur Audit

Dapatkan dokumen penetapan metode
evaluasi penawaran

Analisis kesesuaian metode evaluasi
penawaran dengan jenis barang/jasa,
ruang lingkup/kompleksitas pekenaan,
dan metode pemilihan penyedia.

Buat Simpulan dan rekomendasi

42



Rencana Realisasi
N T dan Prosedur A : :
- ujuan danProsedur AUt | polaksana | Waktu | Pelaksana | Waktu | Rt
E. | Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Tujuan Audit

Meyakinkan metode penyampaian
dokumen penawaran sesuai dengan
jenis pengadaan barang/asa, metode
pemilihan penyedia, metode evaluasi
penawaran, dan ruang  lingkup/
kompleksitas pekerjaan.

Prosedur Audit

Dapatkan dokumen penetapan metode
penyampaian dokumen penawaran

Analisis kesesuaian metode evaluasi
penawaran dengan jenis barangfasa,
metode pemilihan penyedia, metode
evaluas: penawaran, dan ruang
lingkup/kompleksitas pekerjaan.

Buat Simpulan dan rekomendasi

e-Reverse Auction

Tujuan Audit

Meyakinkan persyaratan e-reverse
auction terpenuhi.

Prosedur Audit

Dapatkan dokumen penetapan
pelaksanaan e-reverse auction

Analisis pemenuhan persyaratan
pelaksanaan e- reverse auction,

Buat Simpulan dan rekomendasi

‘Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan

Tujuan Audit

Meyakinkan tahapan dan jadwal
pemilihan sesuai dengan ketentuan.

| Prosedur Audit

Dapatkan dokumen penetapan tahapan
pemilihan,

Dapatkan dokumen penetapan jadwal
pemilihan.
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Rencana Realisasi
No Tujuan dan Prosedur Audit :
ju ' Pelaksana Waktu | Pelaksana | Waktu :K.I'\
¢. | Analisis kesesuaian tahapan dan jadwal
dengan ketentuan yang ditetapkan
LKPP. .
d. | Buat Simpulan dan rekomendasi 1
B. Daftar Uji Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
No. Aspek Penilaian Pernyataan Ket.
A. | Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
1. Pokja Pemilihan telah melakukan reviu KAK . Ya 1 Tidak
2. Pokja Pemilihan telah melakukan reviu HPS Ya I Tidak
3. Pokja Pemilihan telah melakukan raviu rancangan kontrak Ya I Tidak
4 Anggaran tersedia dan mencukupi untuk pengadaan di | Ya Tidak
dalam DIPA/DPA atau RKA-KA/RKA- PD
‘5. ID Paket RUP telah tersedia .Y | Tidak
6. Waktu untuk proses pengadaan sesuai dengan rencana Ya | Tidak
waktu penggunaan/pemanfaatan barang/jasa
7. Pokja Pemilihan telah melakukan analisis pasar - Ya Tidak
B. | Penetapan Metode Pemilihan Penyedia
1. Pokja P'efmllhan teiah memiliki rencana metode pemilihan 1 Ya | Tidak
penyedia
2. Metode pemilihan sesuai dengan jenis barang/jasa yang | _ Pape
z ~ Ya Tidak
akan diadakan
3. Metoqe pemilihan sesuai dengan KAK dan kompleksitas | Ya Tidak
pekerjaan
4. Metode pemilihan sesuai dengan nilai pagu anggaran atau | Ya I Tidak
HPS
5. Metode pemilihan sesuai dengan dokumen rancangan SN
K Ya Tidak
6. Metode pemilihan sesuai dengan hasil analisis pasar | Ya 0 Tidak
C. | Penetapan Metode Kualifikasi
1. Pokja Pemilihan telah menyusun metode kualifikasi - Ya Tidak
2. Metode kualifikasi yang ditetapkan sesuai untuk menyanng
kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan| | Ya 1 Tidak
persyaratan sebagai penyedia
3. Buat Simpulan dan rekomendasi




Aspek Penilaian

Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

1.

Rancangan metode evaluasi penawaran telah disusun oleh
Pokja Pemilihan.

Cl Ya

1 Tidak

2,

Metode evaluasi penawaran yang ditetapkan sesuai
dengan jenis barangjasa, ruang lingkup/kompleksitas
pekerjaan, dan metode pemilihan penyedia.

- Ya

1 Tidak

"'i

3.

Buat Simpulan dan rekomendasi

‘Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

1.

Rancangan metode penyampaian penawaran telah
disusun oleh Pokja Pemilihan.

0 Ya

| Tidak

Metode penyampaian penawaran yang ditetapkan sesuai
dengan jenis barangfasa, metode pemilihan penyedia,
metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/
kompleksitas pekerjaan.

] Ya

| Tidak

3.

Buat Simpulan dan rekomendasi

e-Reverse Auction

a f

Rancangan pemberlakuan e-reverse auction teiah
ditetapkan Pokja Pemilihan,

Ya

Tidak

2.

Persyaratan pelaksanaan e-reverse auction terpenuhi.

1 Ya

| Tidak

3.

Buat Simpulan dan rekomendasi

Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan

1.

Rancangan tahapan dan jadwal pemilihan tefah ditetapkan
Pokja Pemilihan.

| Ya

1 Tidak

Tahapan dan jadwal pemilihan sesuai dengan ketentuan
LKPP

Ya

- Tidak

Buat Simpulan dan rekomendasi
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Lampiran 5

Audit atas Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

A. Program Audit atas Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Meyakinkan bahwa probity audit dapat
dilaksanakan melalul e- audit,

| Rencana Realisasi
No Tuluan dan Prosedur AU | petaksana | Waktu | Pelaksana | aktu | R
A. | e-audit |
Tujuan Audit:

Prosedur Audit.

Dapatkan kode akses auditor dari admin
LPSE untuk masuk ke dalam SPSE
dengan menunjukkan surat tugas audit,

Login sebagai non-penyedia ke dalam
SPSE,

Pilih nomor surat tugas;

Pilih kode tender/seleksi yang akan
diaudit.

Pengumuman Tender/seleksi

Tujuan Audit

Meyakinkan bahwa  pengumuman
pemilihan telah dilaksanakan secara
transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak
diskriminatif, dan akuntabel, dalam hal:

- Substansi Pengumuman
- Jangka waktu pengumuman
- Media Pengumuman

Prosedur Audit

Jika probity audit dimulai pada tahap
pemilihan, maka auditor terlebih dahulu
harus melakukan reviu  tahapan
sebelumnya yaitu tahap persiapan
pemilihan;

Dapatkan informasi pengumuman
tender/seleksi dengan menyalin (pnnt
screen) pengumuman  tender/seleksi
yang telah diunggah oleh Pokja
Pemilihan;




Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

Telit dan yi apakah substansi
pengumuman tender/seleksi telah sesuai
dengan dokumen pemilihan (ketentuan
yang beriaku),

Observasi jangka waktu penayangan
pengumuman dilakukan selama 7 hari
kalender, kecuali untuk tender/seleksi
sederhana;

Bandingkan tanggal mulai pengumuman
dengan rencana pengumuman
tender/seleksi yang terdapat dalam RUP;

Unduh dokumen tender/seleksi yang di
unggah pada LPSE Kementerian LHK

Bandingkan substansi dokumen
pemilihan sebelum diunggah dengan
yang diunggah oleh Pokja Pemilihan pada
LPSE;

Jika terjadi perbedaan lakukan konfirmasi
penyebab perbedaan dan uji apakah
perubahan  tersebut  untuk  lebih
mengoptimalkan prinsip dan/atau tuyjuan
pengadaan barangfjasa Kementerian
LHK.

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan

Tujuan Audit

Meyakinkan bahwa tidak terdapat
hambatan pendaftaran dan pengambilan
dokumen pemilihan melalui pengunduhan
(downlcad) dari SPSE.

Prosedur Audit
| Dapatkan registeridaftar peserta yang |

mengunduh (download) dekumen
pengadaan dan SPSE;

| Lakukan konfirmasi ke LPSE dan Pokja

Pemilihan apakah terdapat keluhan darni
calon penyedia terkait hambatan
pendaftaran dan dalam mengunduh
dokumen pemilihan;

Telit apakah terdapat peserta yang
menggunakan I[P (intemet protocol)
address yang sama dengan peserta lain

untuk mendaftar dan mengunggah |
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

dokumen tender/seleks: (diluar yang
disediakan oleh LPSE};

Jika pada angka 3. di atas terdapat calon
calon peserta menggunakan |IP address
yang sama  cek apakah pada saat
mengunduh dokumen penawaran juga
menggunakan |P address yang sama.

Pemberian Penjelasan

Tujuan Audit

Meyakinkan bahwa seluruh pertanyaan
calon penyedia telah dijawab oleh Pokja
Pemilihan yang dituangkan dalam
Kumpulan Tanya Jawab atsu Berita
Acara Pembenan Penjelasan (BAPP)

Prosedur Audit

Telit apakah pelaksanaan pembernan
penjelasan sesuai dengan jadwal dalam
aplikasi SPSE;

Observasi apakah seluruh pertanyaan
peserta dijawab oleh Pokja Pemilihan
segera setelahada pertanyaan dar calon
peserta tender/seleksi,

Jika diperlukan, teliti apakah Pokja
Pemilihan mengikutsertakan konsultan
pengawas dan/atau tenaga ahli lainnya
untuk menjawab pertanyaan dan calon
peserta tender/seleksi, Jika belum, minta
panita tender/seleksi untuk
mengikutsertakannya;

Teliti dan uji apakah semua pertanyaan
dan calon penyedia melalui SPSE telah
dijawab dengan tepat (sesuai dengan
ketentuan baik dalam  dokumen
tender/seleksi maupun ketentuan lainnya
yang berlaku} dan oleh Pokja Pemilihan
beseta tenaga  ahli (konsultan

e e A 3 A S e e A e % e A 8 8

| Jika terdapat pertanyaan yang belum

dijawab minta Pokja Pemilihan agar
memberikan tambahan wakiu untuk
menjawab pertanyaan tersebut (jika
diperiukan);




Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

Telit dan lakukan pengujian Apakah
Aanwijzing terhadap pekerjaan konstruksi
peru dilanjutkan dengan peninjauan
lapangan (jlka diperiukan),

Telit apakah hasil dan peninjauan
lapangan telah dibuatkan Berita Acara
Penjelasan Lanjutan dan diunggah dalam
SPSE;

Dapatkan dokumen Berita Acara
Pemberian Penjelasan (BAPP) atau
dokumen kumpulan tanya jawab yang
dilakukan secara online darnvatau dari

hasil peninjauan lapangan;

Teliti dan analisis dockumen tanya jawab
dan/atau hasil peninjauan lapangan
apakah terdapat hal-hal yang harus
diubah dalam dokumen tpemilihan. Jika
ada diskusikan dengan Pokja Pemilihan
dan PPK;

Catatan:

Perubahan rancangan kontrak,
spesifikasi teknis, KAK, gambar dan/atau
nilai total HPS, harus mendapatkan
persetujuan PPK sebelum dituangkan
dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

Adendum Dokumen Pemilihan

Tujuan Audit

Meyakinkan bahwa setiap perubahan
substansi dokumen pemilihan telah
dibuatkan adendumnya dan telah
diunggah kembali,

Prosedur Audit

| Teliti apakah setiap perubahan substansi

dokumen pemilihan telah dibuatkan
adendumnya;

Telit apakah adendum dokumen
pemilihan tersebut diunggah paling
kurang 3 (tiga) harisebelum batas akhir
penyampaian dokumen penawaran;

Jika adendum dokumen pemilihan
mengakibatkan kebutuhan penambahan
wakiu penyiapan kembali dokumen
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

pemilihan, maka Pokja Pemilihan
memperpanjang batas akhir
penyampaian dokumen penawaran.

Pengunggahan (Upload) Dokumen Penawaran

Tujuan Audit -

Meyakinkan bahwa tidak terdapat
hambatan dalam pemasukan/
pengunggahan dokumen penawaran,

Prosedur Audit

Dapatkan daftar peserta tender/seleksi
yang mengunggah dokumen penawaran
dan Pok@a Pemiliihan atau dengan
mengunduh dokumen tersebut melalui e-
audit,

Bandingkan daftar peserta yang
mengunduh dokumen pemilihan dengan
daftar peserta yang mengunggah
dokumen penawaran,

Telti bahwa Pokja Pemilihan tidak
membatalkan proses tender/seleksi jika
penawar yang mengunggah penawaran
kurang dari 3 (tiga) penawar dan tetap
melanjutkan proses pemilihan dengan
melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis
dan harga;

Khusus untuk metocde pemasukan
penawaran dengan 2 (dua) tahap,
lakukan observasi bahwa pesera
tender/seleksi tidak mengunggah file
penawaran harga’biaya sebelum hasil
evaluasi tahap 1 (satu) diunggah pada
SPSE;

Lakukan konfirmasi terhadap calon
penyedia yang mengunduh dokumen
pemilihan, namun tidak mengunggah
dokumen penawaran;

Lakukan konfirmasi ke LPSE dan Pokja
Pemilihan apakah terdapat keluhan dari
calon penyedia terkait hambatan




Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

pengunggahan (upload) dokumen
penawaran;

Telitt apakah terdapat peserta yang
menggunakan IP (di luar LPSE) yang
sama dengan peserta lain untuk
mengunggah dokumen penawaran.

Pembukaan Dokumen Penawaran

Tujuan Audit :

Meyakinkan bahwa seluruh dokumen
penawaran yang masuk/diunggah calon
penyedia telah dicek kelengkapannya
oleh Pokja Pemilihan.

Prosedur Audit

Telit apakah terdapat perubahan waktu
pembukaan dokumen penawaran;

Jika terdapat perubahan  waktu
pembukaan dokumen  penawaran,
lakukan analisis terhadap alasan
perubahan tersebut apakah telah sesuai
ketentuan yang berlaku,

Telit apakah Pokja Pemilihan telah
mengunduh semua dokumen
penawaran yang diunggah oleh calon
penyedia;

Dapatkan dokumen penawaran untuk
metode pemasukan penawaran dengan
1 (satu) dan 2 (dua) file yang terdin dan
penawaran administrasi, teknis, dan
harga dari Pokja Pemilihan atau
mengunduh melalui e-audit pada SPSE;

| Untuk metede pemasukan penawaran

dengan 2 (dua) file lakukan observasi
bahwa Pokja Pemilihan tidak membuka
dokumen  penawaran  harga/biaya
sebelum dilakukan hasil evaluasi
administrasi dan Teknis diumumkan
melalui SPSE,

Telit apakah UKPBJ telah menguji
kelengkapan dokumen penawaran yang
di unduh meliputi:
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

- Dokumen penawaran yang tidak bisa
dibuka dan dianggap tidak menawar,
terlebih dahulu dikonfirmasi ke LPSE
dan/atau LKPP serta telah mendapat
keterangan tertulis bahwa file
tersebut tidak dapat dibuka,

- Dokumen penawaran yang tdak
lengkap sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam dokumen
pemilihan dianggap tidak menawar,

Telitt dan pastikan bahwa Pokja
Pemilihan tidak menggugurkan
penawaran pada saat pembukaan
penawaran

H.

Evaluasi Dokumen Penawaran

Tujuan Audit

Meyakinkan bahwa proses evaluasi
penawaran yang dilakukan oleh Pokja
Pemilihan telah sesuai dengan kriteria
dan persyaratan yang telah ditetapkan
dalam dokumen pemilihan dan
ketentuan lainnya yang beriaku.

Prosedur Audit

Dapatkan kertas kerja, berita acara serta
notulen  kegiatan hasil  evaluasi
penawaran;

Telit apabda penawaran yang masuk
kurang dan 3 (tiga) peserta, apakah
pemilihan penyedia dilanjutkan dengan
melakukan negosiasi teknis dan
harga/biaya,

Dapatkan kertas kerja hasil koreksi
aritmatik dan mintakan hasil urutan
penawaran sebelum dan setelah koreks|
aritmatik (metode pemasukan
penawaran 1 file),

atatan:
Untuk metode pemasukan penawaran 2
filte dan 2 tahap Kkoreksi aritmatik
dilakukan pada saat melakukan evaluasi

harga/biaya.
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

Lakukan pengujian terhadap koreksi
antmatik, apakah koreksi arntmatik
dilaksanakan telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, yaitu

a. Untuk Kontrak Harga Satuan atau
Kontrak Gabungan Lump Sum dan
Harga Satuan pada bagian Harga
Satuan;

1) Volume dan/atau jenis pekerjaan
yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga disesuaikan
dengan yang tercantum dalam
Dokumen pemilihan,

2) Apabila tenadi kesalahan hasil
perkalian antara volume dengan
harga satuan pekerjaan, dilakukan
pembetulan, dengan ketentuan
harga satuan pekerjaan yang
ditawarkan tidak boleh diubah;

3) Jenis pekerjaan yang tidak diberi
harga satuan dianggap sudah
termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan harga
satuan pada daftar kuantitas dan
harga tetap dibiarkan kosong;

4) Jenis pekeraan yang tidak
tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga disesuaikan dengan
jenis pekerjaan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan dan
harga satuan pekerjfaan dimaksud
dianggap nol;

5) Hasil koreksi artmatik pada bagian
harga satuan dapat mengubah
nilai total harga penawaran
sehingga urutan peringkat dapat
menjadi lebith tinggl atau lebih
rendah dar urutan peringkat
semula.

b. Untuk Kontrak Lump Sum atau
Kontrak Gabungan Lump Sum dan
Harga Satuan pada bagian lump sum
dilakukan koreksi antmatik dengan
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

ketentuan:

1) Volume dan/atau jenis pekerjaan
yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga (apabila ada)
disesuakan dengan yang
tercantum dalam Dokumen
Pemilihan;

2) Jenis pekerjaan yang tidak
tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga (apabila ada)
disesuakan dengan jenis
pekenjaan yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan,

3) Hasil koreksi antmatik pada bagian
Lump Sum tidak boleh mengubah
nilai total harga penawaran;

4) Total harga penawaran setelah
koreksi aritmatik yang melebihi
nilai total HPS dinyatakan gugur,

5) Apabila semua total harga
penawaran setelah koreksi
aritmatik di atas nilai total HPS,
tender/seleksi dinyatakan gagal.

Evaluasi Administrasi

Dapatkan BA evaluasi administrasi dan
Kertas kena evaluasinya,

Telit apakah untuk pelaksanaan
evaluasi administrasi dengan metode
pemasukan penawaran 1 (satu) file
dilakukan dar tiga penawar terendah
setelah koreksi aritmatik (jka ada),

Telit dan uj apakah Pokja Pemilihan
menambah persyaratan lain di luar dari
yang telah ditetapkan dalam dokumen
pemilihan (post bidding);

Telit apakah terdapat peserta yang
digugurkan pada saat evaluasi
administrasi;

Lakukan pengujian atas peserta yang

digugurkan apakah telah sesuai dengan
ketentuan di dalam dokumen pemilihan
antara lain jangka waktu penawaran




Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

tidak kurang dari yang ditetapkan dalam
LDP dan dokumen penawaran tidak
bertanggal,

10

Lakukan pengujian apakah Pokja
Pemilihan menggugurkan penawaran
administrasi apabila ada substansi
penawaran yang tidak jelas misainya:
alamat perusahaan yang tidak lengkap
atau teradinya kesalahan administrasi
antara lain surat penawaran tidak
bermaterai, kesalahan pengetikan, surat
penawaran tidak ber-KOP perusahaan;

1.

Telit dan uji bila terdapat kesamaan data
dalam dokumen penawaran yang masuk
antara lain alamat dan nomor telepon
untuk menguji adanya indikasi
persengkongkolan,

-
|
|

Telit apakah pada angka 10. Pokja
Pemilihan telah melakukan klarifikasi
sebelum menggugurkan penawaran;

Telit dan uji apakah penawar yang
dinyatakan lulus evaluasi administrasi
memenuhi persyaratan sesuai dengan
dokumen pemilihan (LDP) antara lain
jangka waktu penawaran tidak kurang
dan yang ditetapkan dalam LODP dan

bertanggal,

14.

Telitt apakah  Pokja  Pemilihan
membatalkan proses tender/seleksi
tanpa mengambil penawar terendah
benkutnya (jika ada) apabila tiga
penawar terendah pertama tidak
memenuhi syarat administrasi;

15.

Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)
peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi, teliti apakah evaluasi tetap
dilanjutkan dengan evaluasi teknis, -

Evaluasi Teknis

16.

Teliti apakah Pokja Pemilihan
melakukan negosiasi teknis jika jumlah
penawar yang masuk kurang dan 3




Rencana Realisasi
L AUian SAERTowRade Audi Pelaksana Waktu | Pelaksana | Waktu :K.:\
penawar,
17. | Telit  apakah  unsur-unsur yang

dievaluasi teknis sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen pemilihan;

18.

Telit apakah peserta yang digugurkan
pada saat evaluasi teknis telah sesual
dengan ketentuan dalam LDP (terutama
untuk peserta yang harga penawarannya
paling rendah, kecuali untuk metode
pemasukan penawaran 2 file/2 tahap),

19.

Telitt apakah  Pokja  Pemilihan
menggugurkanitidak menggugurkan
penawaran teknis peserta terhadap hal-
hal yang kurang jelas dalam dokumen
penawaran teknis sebelum melakukan
klanfikasi,

20.

Telit apakah  Pokja Pemilihan
membatalkan proses tender/seleksi
tanpa mengambil penawar terendah
berikutnya (jlka ada) apabila tiga
penawar terendah pertama tidak
memenuhi syarat teknis,

21.

Tambahan audit program  untuk
pengadaan barang/jasa lainnya:

a, Teliti dan uji apakah penawaran yang
dinyatakan lulus telah memenuhi
persyaratan sesuali dengan LDP
antara lain:

1) Spesifikasi teknis yang
ditawarkan dengan spesifikasi
teknis yang dipersyaratkan antara
lain contoh barang, brosur, dan
gambar;

2) Jangka waktu pelaksanaan
pengadaan barang dalam
dokumen penawaran telah sesuai
dengan yang ditetapkan dalam
LDP;

3) Dokumen penawaran
mencantumkan jenis, tipe, dan

merk sesual dengan yang
ditetapkan dalem LDP (apabila




Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

dipersyaratkan);

4) Kapasitas, komposisi, dan jumlah
peralatan dalam dokumen
penawaran  sesual  dengan
persyaratan minimal yang
tercantum dalam LDP (apabila
dipersyaratkan);

5) Tenaga teknisitrampil dalam
dokumen penawaran sesuai
dengan LDP (apabila
dipersyaratkan),

8) Uraian pekeraan yang
disubkontrakkan dalam dokumen
penawaran sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam LDP,;

7) Apabila dipersyaratkan dokumen
penawaran teknis mencantumkan
adanya layanan purna jual
(khusus untuk pengadaan
barang).

Tambahan audit program khusus untuk
pekerjaan konstruksi:

Telitt dan uji apakah penawar yang
dinyatakan lulus evaluasi teknis telah
memenuhi persyaratan teknis minimal
sesuai dengan dokumen pemilihan
(LDP) yaitu:

a, jangka wakiu penawaran dalam
dokumen penawaran tidak kurang
dari yang ditetapkan dalam LDP;

b. metode pelaksanaan dalam dokumen
penawaran telah menggambarkan
penguasaan dalam penyelesaian
pekeraan,

c. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
sampai dengan PHO dokumen
penawaran tidak melampaui batas
waktu yang tercantum dalam LDP,

d. jenis, kapasitas, komposisi, dan
jumiah peralatan minimal dokumen
penawaran sesuai dengan yang
ditetapkan dalam LDP;

e, uraian spesifikasi teknis dokumen
penawaran sesuai dengan yang
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

ditetapkan dalam LDP;

f. jumiah dan kualitas personil inti yang
akan ditempatkan secara penuh
sesual dengan persyaratan dalam
LDP termasuk posisinya dalam
organisasi,

g. uraian bagian pekenaan yang akan
disubkontrakkan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam LDP;

h, sertifikat garansi khususnya untuk
Engineering Procurement
Construction/ EPC (jika diperiukan).

23.

Tambahan audit program khusus untuk
Jasa Konsultansi

Telit dan uji apakah penawar yang
dinyatakan lulus evaluasi teknis telah
memenuhi persyaratan teknis minimal
sesuai dengan dokumen pemilihan
{LDP) yaitu:

a. Pokja Pemilihan telah melakukan
penilaian terhadap pengalaman
penawar selama 10 tahun terhadap
pekenaan sejenis dengan
memberikan nilai bobot sesuai
dengan LDP,

b. Pokja Pemilihan telah melakukan
penilaian terhadap pengalaman
melaksanakan pekerjaan di lokasi
kegiatan vyang sama dengan
memberikan nilai bobot sesuai
dengan LDP;

c. Pokja Pemilihan telah melakukan
penilaian terhadap pengalaman
manajenal dan fasilitas utama dengan
memberikan bobot sesuai dengan
LDP;

d. Pokja Pemilihan telah melakukan
penilaian terhadap kapasitas
perusahaan dengan memperhatikan
jumiah tenaga ahli  dengan
memberikan bobot sesual dengan
LDP;

e Pokja Pemilihan telah melakukan
penilaian terhadap pemahaman




Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

penawar atas lingkup pekerjaan yang
meliputi :

1) sasaran/tyjuan;

2) kualitas metodologi,

3) hasil kerja;

4) gagasan baru,

5) sub unsur lain yang
dipersyaratkan.

Terhadap penilaian kelima sub unsur
di atas diberikan nilai bobot sesuai
yang ditetapkan dalam LDP.

f. Pokja Pemilihan telah melakukan
penilaiankualifikasi tenaga ahli yang
mekputi:

1) Tingkat pendidikan yang
dibuktikan dengan hasil
pemindaian ijasah sesual yang
ditetapkan dalam LDP;

2) Pengalaman kerja profesional
termasuk pemimpin atau  wakil
pimpinan tim yang didukung
dengan referensi/kontrak
sebelumnya;

3) Setiap  persyaratan  keahlian
dibuktikan  dengan  serifikat
keahlian sesuai yang
dipersyaratkan dalam LDP.

Terhadap penilaian kelima sub unsur
di atas diberikan nilai bobot sesuai
yang ditetapkan dalem LDP, Untuk
tenaga ahll yang kurang dari tingkat
pendidikan yang dipersyaratkan diben
nilai nel ‘0" sedangkan yang lebih
tidak mendapatkan tambahan nilai.

g. Melewati ambang batas nilai teknis
seperti yang tercantum dalam LDP.

24

Teliti dan uji apakah Pokja Pemilihan
telah melakukan uji mutu/teknis/fungsi
untuk bahan/peralatan (jika diperlukan),

25.

Telit dan uji bila terdapat kesamaan
dokumen teknis antara lain uraian
metode kerja, bahan, alat analisis
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

27.

pendekatan teknis, dan/atau spesifikasi
barang Yyang ditawarkan dan/atau
dukungan teknis yang ditawarkan darn
penawaran yang masuk untuk menguji
adanya indikasi persekongkolan;

| Teliti dan lakukan pengujian jika evaluasi

teknis menggunakan metode ambang
batas, apakah penilaian telah dilakukan
secara konsisten terhadap unsur dan
sub unsur teknis yang dinilai dari
penawar sesuai dengan LDP;
Telit dan lakukan pengujian jika evaluasi
teknis menggunakan metode sistem nilai
{ment point), apakah telah sesuai
dengan persyaratan dalam LDP,

28

Tellt dan lakukan pengujian jika evaluasi
teknis menggunakan sistem penilaian
biaya selama umur ekonomis, apakah
telah sesuai dengan persyaratan dalam
LDP;

| Telit dan lakukan pengujian jika evaluasi |

teknis menggunakan metode evaluasi
penyetaraan teknis apakah telah sesuai
dengan LDP.

Evaluasi Harga

30.

Telit apakah  Pokja  Pemilihan
melakukan negosiasi harga jika jumiah
penawar yang masuk kurang dari 3 (tiga)
penawar;

31.

Lakukan pengujian terhadap harga
satuan penawaran yang nilainya lebih
besar 110% dan harga satuan yang
tercantum dalam HPS, apakah telah
dilakukan klarifikasi dan analisis hasil
klarifikasinya (timpang/tidak timpang);

32.

Telitt apakah Pokja Pemilihan telah
melakukan klanfikasi terhadap harga
penawaran yang terkena koreksi
antmatik;




Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

33.

Telit apakah Pokja Pemilihan telah
melakukan klarifikasi terhadap
perhitungan komponen dalam negeri jika
terdapat perbedaan dengan perkiraan
Pokja Pemilihan danfatau Daftar
Inventans Barang/Jasa Produksi Dalam
Negen;

Telit dan lakukan pengujian terhadap
penawaran di bawah 80% dari HPS,
apakah  Pokja Pemilihan telah
melakukan klanfikasi sebagai benkut:

a. apabila peserta tersebut ditunjuk
sebagai pemenang tender/seleksi,
harus bersedia untuk menaikkan
Jaminan Pelaksanaan menjadi 5%
(lima perseratus) dari nilai total HPS,

b. apabila peserta yang bersangkutan
tidak bersedia menaikkan nilai
Jaminan Pelaksanaan, maka
penawarannya  digugurkan dan
dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan

c. Hasil klarifikasi dituangkan dalam
Berita Acara yang ditandatangani
oleh Pokja Pemilihan dengan
Penyedia,

35

Telit untuk 1 (satu) file sistem gugur,
apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah
setelah koreksi aritmatik ada yang tidak
memenuhi evaluasi harga apakah Pokja
Pemilihan melakukan evaluasi terhadap
penawar terendah benkutnya (apabila
ada) dimulai dan evaluasi administras;

a7,

Telitt apakah Pokja Pemilihan telah
melakukan perhitungan preferensi harga
atas penggunaan produksi dalam negeri
sesuai dengan LDP;
Tuangkan dalam daftar uji dan buat
simpulan hasil audit
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

Evaluasi Kualifikasi

Tujuan Audit :
Meyakinkan bahwa proses evaluasi
kualifikasi telah sesuai dengan kriteria

dan persyaratan yang telah ditetapkan
dalam dokumen pemilihan,

Prosedur Audit

Telit dan uji apakah terdapat anggota
direksi atau dewan komisaris merangkap
sebagai anggota direksi atau dewan
komisaris pada perusahaan lainnya yang
menjadi peserta pada tender/seleksi
yang sama;

Telit dan uji apakah terdapat penawar
menyampaikan dokumen dan /atau
keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan dokumen
kualifikasi;

Untuk pekerjaan konstruksi teliti apakah
konsultan perencana/ pengawas juga
bertindak sebagai pelaksana pekerjaan
konstruksi yang  direncanakannya/
diawasinya, kecuali untuk kontrak
pekerjaan terintegrasi;

Telit dan uji apskah konsultan
manajemen konstruksi berperan sebagai
konsultan perencana dan/atau konsultan
pengawas,

Metode Pascakualifikasi

Dapatkan kertas kerja, benta acara serta
notulen kegiatan evaluasi kualifikasi,

Telitt apakah evaluasi dilakukan
terhadap calon pemenang tender/seleksi
serta calon pemenang cadangan 1dan 2

(apabila ada);

Telitt dan uji apakah peseria yang
dinyatakan lulus kualifikasi telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan
LDP antara lain:

a. Untuk peserta yang mefakukan KSO
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

dokumen kualifikasi ditanda tangani
oleh yang mewakili KSO,

b. lin usaha (kecuali perusahaan
perorangan) dan |jin lainnya (jika
dipersyaratkan) sesuai dengan LDP,

Surat pernyataan dari penawar yang
menyatakan bahwa perusahaan dan
manjemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak
sedang dihentikan kegiatan usahanya.

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data
yang kurang jelas, teliti apakah telah
dilakukan klarifikasi secara terfulis
namun tidak mengubah substansi
formulir isian kualifikasi;

Telitt  apakah Pokja Pemilihan
menambah  persyaratan  penilaian
kuaiifikasi di luar yang telah ditetapkan
dalam LDP (Post Bidding).

10.

Tuangkan dalam daftar uj dan buat
simpulan hasil audit

Metode Prakualifikasi

Pengumuman Prakualifikasi

1.

o

Dapatkan  informasi  pengumuman
tender/seleksi dengan menyalin (print
screen) pengumuman  prakualifikasi
yang telah diunggah oleh Pokja
Pemilihan;

Teliti dan bandingkan apakah substansi |

pengumuman prakualifikasi telah sesuai
dengan Lembar Data Kualifikasi (LDK);

R e e i A S— A P § i

| Lakukan  observasi  penayangan

pengumuman minimal selama 7 (tujuh)
han kerg,

14.

Bandingkan tanggal mulai pengumuman
prakualifikasi dengan jadual pada RUP;

15

Jika mulal pengumuman prakualifikasi
terlambat dibandingkan dengan jadual
pada RUP, lakukan analisis apakah
penyelesaian pekerjaan tersebut masih




Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana  Waktu

Waktu

Ref
KKA

sesuai dengan jadual kebutuhan dan
tidak melebihi tahun anggaran,

16.

Teliti apakah selama masa
pengumuman  terdapat  adendum
dokumen kualifikasi;

17.

Tellt apakah adendum dokumen
Kualifikasi fersebut diunggah paling
kurang 3 (tiga) han kerja sebelum
batas akhir pengunggahan dokumen
isian kualifikasi

18.

Tuangkan dalam daftar uji dan buat
simpulan hasil audit

Pendaftaran dan Download Dokumen
Kualifikasi

| Dapatkan register/daftar peserta yang

mengunduh  (download)  dokumen
kualifikasi;

Lakukan konfirmasi ke LPSE dan UKPBJ
apakah terdapat keluhan dan calon
penyedia terkait pendaftaran dan
pengambilan dokumen kualifikasi,

Telitt apakah terdapat peserta yang
menggunakan IP (internet protocol) yang
sama dengan peserta lain untuk
mendaftar,

Tuangkan dalam daftar uji dan buat
simpulan hasil audit.

Pemasukan dan Evaluasi Dokumen
Kualifikasi

Dapatkan daftar peserta tender/seleksi
yang mengunggah dokumen isian
kualifikasi,

Bandingkan daftar peserta yang
mengunduh dokumen kualifikasi dengan
daftar peserta yang mengunggah
dokumen isian kualifikasi,

Lakukan konfirmasi terhadap calon
penyedia yang mengunduh dokumen
kualifikasi, namun tidak mengunggah




Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

dokumen isian kualifikasi;

Lakukan konfirmasi ke LPSE dan UKPBJ
apakah terdapat keluhan dan calon
penyedia terkait pengunggahan (upload)
dokumen isian kualifikasi;

Tellt apakah terdapat peserta yang
menggunakan |P (infemet protocol) yang
sama dengan peserta lain untuk
mengunggah dokumen isian kualifikasi,

Telit apakah terdapat perubahan batas
waktu pengunggahan dokumen isian
kualifikasi, jika ya lakukan konfirmasi
kepada LPSE dan UKPBJ alasan
perubahan tersebut dan lakukan analisis
apakah alasan tersebut dapat diterima;

Jika tidak dapat ditenma (pilih salah
satu):

a. Teliti apakah terdapat calon penyedia
yang mengunggah dokumen isian
kualifikasi saat masa penambahan
batas waktu pengunggahan dokumen
isian kualifikasi,

b. Telit apakah pengurangan batas
waktu pengunggahan dokumen isian
kualifikasi dapat membatasi jumlah
calon penyedia yang mengunggah
dokumen isian kualifikasi.

Telit apakah Pckja Pemilihan telah
mengunduh dan mengevaluasi semua
dokumen isian kualifikasi yang diunggah
calon penyedia paling lambat 2 (dua) han
kerja setelah diterima,

Jika terdapat dokumen isian kualifikasi
yang tidak dapat dibuka, teliti apakah
telah dikonfirmasi ke LPSE dan/atau
LKPP serta telah mendapat keterangan
tertulis bahwa file tersebut tidak dapat
dibuka;

10.

Jika terdapat dokumen isian kualifikasi
dan calon penyedia yang masih kurang,
teliti apakah Pokja Pemilihan masih




Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

memberikan waktu kepada calon
penyedia untuk melengkapinya paling
lambat sebelum batas akhir pemasukan
dokumen kualifikasi,

11

12.

Telitt apakah  Pokja Pemilihan
mengundurkan batas akhir pemasukan
Data kualifikasi bila Pokja Pemilihan
mengunggah (upload) file adendum
Dokumen Kualifikasi kurang dan 3 (tiga)
hari sebelum batas akhir pemasukan
kualifikasi;

Dapatkan Berita Acara Hasil Evaluasi
Dokumen Kualifikasi, catat tanggal
pelaksanaan evaluasi dan metode
evaluasi,

13.

Tellt dan analisis apakah Pokja
Pemilihan telah melakukan evaluasi
kualifikasi sesuai dengan persyaratan
dalam LDK;

14

Dapatkan dokumen klarifikasi untuk hal-
hal dan/atau yang kurang jelas dan
penksa apakah ada perubahan
substansi formulir isian kualifikasi;

15.

Tuangkan dalam daftar up dan buat
simpulan hasil audit

Pembuktian Kualifikasi

Tujuan Audit -

Meyakinkan bahwa proses pembuktian
kualifikasi telah dilakukan sesuai dengan
prosedur dan dokumen pemilihan.

Prosedur Audit

Lakukan observasi terhadap
pelaksanaan kegiatan pembuktian
kualifikasi,

Telit apakah metode pembuktian
kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan
LDK, yaitu:

a. Dilakukan dengan cara melihat
keaslian dokumen serta meminta
salinannya,




Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

Teliti

b. Dilakukan klarifikasi dan/atau
verifikasi kepada penerbit dokumen
(bila diperlukan);

¢. Dibuatkan berita acara pembuktian
kualifikasi.

| Apabila dari BA pembuktian kualifikasi

terdapat adanya pemalsuan data, teliti
apakah PA/KPA sudah mengusulkan
agar badan usaha serta pengurus atau
peserta perorangan yang terlibat
dimasukkan dalam Daftar Hitam;,

menawarkan personil (tenaga ahli) yang
sama untuk beberapa paket yang diikuti
(satu personil hanya boleh mengikuti
satu pekerjaan);

dan uj apakah peserta

Telit dan uji apakah pesera
menawarkan peralatan yang sama untuk
beberapa paket yang diikuti, apakah
Pokja Pemilihan telah melakukan
klanfikasi untuk menentukan dimana
peralatan tersebut ditempatkan (kecuali
kapasitas dan produktivitas peralatan
secara teknis dapat menyelesaikan lebih
dan satu paket pekerjaan),

Lakukan analisis apakah Pokja
Pemilihan perlu melakukan pembuktian
kualifikasi dengan pengujian ke
lapangan seperti. keberadaan kantor,
keberadaan peralatan yang
dipersyaratkan dli;

Buat simpulan hasil audit,

Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)

Tujuan Audit

Meyakinkan bahwa hasil tender/ seleksi
telah dituangkan dalam Berta Acara
Hasil Pemilihan (BAHP) sesuai dengan
ketentuan
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

Prosedur Audit

Dapatkan Berita Acara Hasil Pemilihan
(BAHP) dari Pokja Pemilihan,

Telit dan uji apakanh Benta Acara Hasil
Pemilihan (BAHP) telah disusun sesuai
dengan LDPantara lain beris|:

a. Nama seluruh peserta;

b. Harga penawaran atau harga

penawaran terkoreksi dan masing-

masing peserta;

Metode evaluasi yang digunakan;

Unsur-unsur yang dievaluasi;

Rumus yang dipergunakan;

Keterangan-keterangan lain yang

dianggap periu hal ikhwal

pelaksanaan tender/seleksi;

g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak
lulus pada setiap tahapan evaluasi;
dan

h. Tanggal dibuatnya Berita Acara

=~o a0

Lakukan pengujian apakah penyerahan
Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)
kepada PPK sesuai dengan jadual yang
ditetapkan dalam dokumen
tender/seleksi;

Jika terjadi keterlambatan penyerahan
Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP),
teliti apakah keterlambatan tersebut
mempengaruhi keterlambatan
penyelesaian pekerjaan yang dapat
mengakibatkan hasil pekerjaan tidak
bisa dimanfaatkan;

| Tuangkan dalam daftar uji dan buat |

simpulan hasil audit

Penetapan Pemenang

Tujuan Audit -

Meyakinkan bahwa calon pemenang
tender/seleksi telah ditetapkan sebagai
pemenang tender/seleksi olenh Pokja
Pemilihan.




Rencana Realisasi
Ha uiusn das Prosedac Auch Pelaksana Waktu | Pelaksana | Waktu :K.:\
Prosedur Audit
1. | Dapatkan Surat Penetapan Pemenang
dan Pokja Pemilihan,
2. | Telit apakah pengadaan dengan nilai

sampai dengan Rp100 miliar, Surat
Penetapan Pemenang telah diterbitkan
oleh Pokja Pemilihan;

Lakukan pengujian apakah pengadaan
dengan nilai di atas Rp100 miliar, Surat
Penetapan Pemenang telah ditetapkan
oleh PA atas wusulan dari Pokja
Pemilihan, dengan tembusan kepada
PPK dan APIP Kementerian LHK,

Jika PA tidak setuju dengan usulan Pokja
Pemilihan dengan alasan sesuai
peraturan, teliti apakah PA
memerintahkan evaluasi ulang atau
menyatakan tender/seleksi gagal;

Cek apakah penetapan pemenang
disusun dengan memuat hal-hal sbb:

a. Nama paket pekenaan

b. Nilai total HPS

c. Nama penyedia dan alamat penyedia

d. Harga penawaran atau harga
penawaran terkoreksi

e. NPWP

f. Hasil evaluasi penawaran

Tuangkan dalam daftar uj dan buat
simpulan hasil audit.

Pengumuman Pemenang

Tujuan Audit :

Meyakinkan  bahwa  pengumuman
pemenang telah diumumkan pada
website Kementerian LHK, papan
pengumuman resmi, dan portal
pengadaan nasional melalui LPSE.
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Rencana Realisasi
He TR SAR R ISwec Andt Pelaksana  Waktu | Pelaksana | Waktu :K.:\
Prosedur Audit
1. | Dapatkan informasi dari UKPBJ, apakah
adaftidak perubahan waktu

pengumuman pemenang serta
media/tempat pengumuman pemenang;

Pada tanggal pengumuman pemenang,
lakukan observasi apakah UKPBJ
melaksanakan pengumuman pemenang
di website Kementerian LHK, papan
pengumuman resmi, dan portal
pengadaan nasional melalui LPSE;

Telitt apakah pengumuman pemenang
telah memuat sekurang-kurangnya:

a. Nama paket pekerjaan dan nilai total
HPS;

b. Nama dan alamat penyedia sera
harga penawaran atau harga
penawaran terkoreksi,

c. NPWP,

d. Evaluasi penawaran administrasi,
teknis, harga, dan kualifikasi.

Tuangkan dalam daftar uji dan buat
simpulan hasil audit

Sanggah dan Sanggah Banding

Tujuan Audit

Meyakinkan bahwa proses sanggah dan
sanggah banding serta pemberian
jawaban atas sanggah dan sanggah
banding telah dilaksanakan sesuai
ketentuan.

Prosedur Audit

Dapatkan dan teliti surat sanggah dari
peserta serta uji tentang kebenaran isi
surat sanggah;

Teliti apakah surat sanggah dari peserta
segera dyawab oleh Pokja Pemilihan;
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Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

Lakukan klanfikasi kepada Pokja
Pemilihan apakah telah dibuat dan
dikinm secara online jawaban atas

sanggah;

Telit tanggal dan isi jawaban tertulis
yang telah dibuat oleh Pokja Pemilinan
atas sanggah tersebut, jawaban
sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah akhir masa sanggah;

Jika isi surat sanggah tersebut benar
teliti apakah UKPBJ memernntahkan
Pokja Pemilihan melakukan evaluasi
ulang, pemasukan dokumen penawaran
ulang atau pemilihan Penyedia ulang;

Lakukan klanfikasi kepada Pokja
Pemilihan, untuk pengadaan
barangfjasa lainnyafjasa konsultansi
apabila sanggah dinyatakan salah,
apakah Pokja Pemilihan melanjutkan
proses pemilihan;

Lakukan Karfikasi kepada Pokja

Pemilihan, untuk pengadaan pekerjaan
konstruksi, dalam hal penyanggah tidak
setuu dengan jawaban sanggah,
apakah penyanggah menyampaikan
Sanggah Banding kepada KPA, Dalam
hal tidak ada KPA, maka Sanggah
Banding ditujukan kepada PA,

Telit, apakah Penyanggah telah
menyerahkan jaminan Sanggah Banding
dan Pokja Pemilihan telah melakukan
klarfikasi atas kebenaran nilai dan masa
berlaku jaminan tersebut;

Teliti, apakah KPA telah menyampaikan
jawaban Sanggah Banding dengan
tembusan kepada UKPBJ paling lambat
14 {empat belas) han kerja setelah
menerima  Kklarifikasi dari  Pokja
Pemilihan;

10.

Jika Sanggah Banding dinyatakan
benar/diterima, teliti apakah UKPBJ
memerintahkan __ Pokja __ Pemilihan

A



Tujuan dan Prosedur Audit

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Waktu

Ref
KKA

melakukan evaluasi ulang atau
pemilihan Penyedia ulang;

1.

Jika Sanggah Banding dinyatakan
salah/tidak ditenma, telti apakah Pokja
Pemilihan melanjutkan proses pemilihan
dan UKPBJ mencairkan jaminan
Sanggah Banding dan menyetorkan ke
kas negara/daerah,

12

Lakukan klarfikasi kepada Pokja
Pemilihan, apabila Penyanggah
menyampaikan Sanggah Banding maka
Pokja Pemilihan menghentikan proses
pemilihan,

13.

Tuangkan dalam daftar uj dan buat
simpulan hasil audit

Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa

Tujuan Audit:

Meyakinkan bahwa calon penyedia
pemenang tender/seieksi telah ditunjuk
sebagai penyedia barangfasa oleh
PPK.

Prosedur Audit

Dapatkan dokumen Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan
PPK yang bertindak sebagai Pejabat
Penandatangan Kontrak;

Telit apakah SPPBJ dibuat oleh PPK
yang bertindak sebagai Pejabat
Penandatangan Kontrak segera setelah
menerima Berita Acara Hasil Pemilihan
(BAHP) dari Pokja Pemilihan;

Telit apakah SPPBJ diterbitkan setelah:

a. Tidak ada sanggahan dari peserta;
b. Sanggahan terbukti tidak benar,
c. Masa sanggah berakhir.

Telit apakah SPPBJ diterbitkan paling
lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pengumuman penetapan pemenang
apabila tidak ada sanggahan, atau 2
(dua) han kerja setelah semua
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Rencana Realisasi
Ha uiusn das Prosedac Auch Pelaksana Waktu | Pelaksana | Waktu :K.:\
sanggahan dijawab;
5 | Telit apakah PPK telah menyampaikan

penolakan kepada Pokja Pemilihan
dalam hal PPK tidak menyetujui hasil
pemilihan yang dilaksanakan Pokja
Pemilihan disertai dengan alasan dan
bukt;

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan
antara PPK danPckja Pemilihan, maka
pengambilan keputusan diserahkan
kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam)
han keng;

Telit, dalam hal PA/KPA menyetujui
penolakan PPK, apakah PA/KPA telah
memerintahkan Pokja Pemilihan untuk
melakukan evaluasi ulang, penawaran
ulang atau tender ulang paling lambat
6 (enam) kerja,

Telit,, dalam hal PA/KPA menyetujui
hasil pemilihan, apakah PA/KPA telah
memerintahkan PPK untuk menerbitkan
SPPBJ palaing lambat 5 {lima) hari kerja,

Apabila pemenang vyang ditunjuk
mengundurkan din, klarifikasi kepada
PPK apakah ada pernyataan tertulis dan
pemenang tersebut dan disertai dengan
alasan yang jelas;

10.

Mintakan kepada UKPBJ  hasil
keputusan/pertimbangan UKPBJ atas
pemyataan pengunduran diri pemenang
(diterima secara obyektf atau tidak
dapat diterima secara obyektif);

1

Teliti, apakah calon penyedia tersebut
dimasukkan dalamDaftar Hitam selama
1 (satuy) tahun dan jaminan
penawarannya dicairkan dan disetorkan
ke Kas Negara/Daerah, apabila surat
pemyataan pengunduran din tidak dapat
diterima secara obyeklif;
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Rencana Realisasi
No Tujuan dan Prosedur Audit :
u ' Pelaksana Waktu | Pelaksana | Waktu :K.L
12. | Telit, apakah penunjukan penyedia
dilakukan kepada peserta dengan
penngkat dibawahnya (jika ada), dalam
hal tidak ada calon pemenang
cadangan, maka PPK melaporkan ke
Pokja Pemilihan untuk kemudian
dilakukan Tender/Seleksi Ulang atau
Evaluasi Ulang,
13 | Tuangkan dalam daftar uji dan buat
simpulan hasil audit
B. Daftar Uji Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
No. Aspek Penilaian Pernyataan Ket.
A. | Pengumuman Pascakualifikasi (untuk barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya)
1. Proses tender/seleksi dilaksanakan melalui LPSE; Ya 1 Tidak
‘2. Substansi pengumuman tender/seleksi telah sesuai | T
: Ya Tidak
dengan dokumen pemilinan,
3. Penayangan pengumuman tender/seleksi dilaksanakan i
4 3 Sl IS " Ya 1 Tidak
paling kurang 7 (tujuh) har kerja:
4. Penayangan pengumuman tender/seleksi pascakualifikasi
dilaksanakan melalui:
- Web;ite Kem_entenam’l.embagalperangkat Daerah © Ya | Tidak
masing-masing,
- Papan pengumuman resmi untuk masyarakat, O Ya 1 Tidak
- Portal Pengadaan Nasional. Ya Tidak
5. Tanggal mulai pengumuman dengan rencana| |
pengumuman tender/seleksi yang terdapat dalam RUP | ' Ya 1 Tidak
adalah sama;
6. Substansi dokumen pemilihan sebelum diunggah dengan
yang diunggah oleh Pokja Pemilihan pada LPSE adalah Ya Tidak
sama,
7. Buat simpulan dan rekomendasi.
B. | Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan
1. Peserta dapat mengunduh dokumen pemilihan tanpa
hambatan dan sesuai waktu yang ditentukan dalam Ya | Tidak
pengumuman,
2. Terdapat peserta yang menggunakan |P (infernet protocol) | Ya Tidak
address yang sama dengan peserta lain untuk mendaftar
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Pernyataan

dan mengunggah dokumen tender/seleksi (di luar yang
disediakan oleh LPSE);

3. Buat simpulan dan rekomendasi.

Pemberian Penjelasan

1. Pelaksanaan pemberian penjelasan sesuai dengan jadwal
dalam aplikasi SPSE;

' Ya

Tidak

2. Pokja Pemilihan mengikutsertakan konsultan pengawas
dan/atau tenaga ahli lainnya untuk menjawab pertanyaan
dari calon peserta tender/seleksi;

| Ya

= Tidak

3. Semua pertanyaan dari penyedia melalui SPSE telah
dijawab dengan tepat (sesuai dengan ketentuan baik dalam
dokumen tender/seleksi maupun ketentuan lainnya yang
berlaku),

1 Ya

1 Tidak

4. Pokja Pemilihan memberikan tambahan waktu untuk
menjawab pertanyaan vyang belum dijawab (jika
diperiukan);

1 Ya

1 Tidak

5 Aanwjzing terhadap pekerjaan konstruksi dilanjutkan
dengan peninjauan lapangan (jika diperiukan) dan
dibuatkan Berita Acara Penjelasan Lanjutan serta diunggah
dalam SPSE,

| Ya

Tidak

8. Dokumen tanya jawab dan/atau hasil peninjauan lapangan
mengakibatkan terdapat hal-hal yang harus diubah dalam
dokumen tender/seleksi;

1 Ya

= Tidak

7. Buat simpulan dan rekomendasi

D.

Adendum Dokumen pemilihan

1. Setiap perubahan substansi dokumen pengadan telah
dibuatkan adendumnya,

| Ya

Tidak

2. Adendum dokumen pemilihan tersebut diunggah paling
kurang 3 (tiga) hari sebelum batas akhir penyampaian
dokumen penawaran,

. Ya

| Tidak

3. Pokja Pemilihan telah mengundurkan batas akhir
pengunduhan dokumen penawaran (jika Pokja Pemilihan
mengunggah adendum Dokumen pemilihan paling kurang
3 (tiga) hari sebelum batas akhir penyampaian dokumen
penawaran);

| Ya

Tidak

4. Buat simpulan dan rekomendasi.

Pengunggahan (Upload) Dokumen Penawaran

1. Daftar peserta yang mengunduh dokumen pemilihan sama
dengan daftar peserta yang mengunggah dokumen
penawaran,

| Ya

1 Tidak

2. Pokja Pemilihan tidak membatakan proses tender/seleksi

___ka penawar yang mengunggah penawaran kurang dani 3,

Ya

Tidak
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(tiga) penawar dan tetap melanjutkan proses pemilihan
dengan melakukan klanfikasi dan negosiasi teknis dan
harga,

3. Peserta tender/seleksi tidak mengunggah file penawaran
harga/biaya sebelum hasil evaluasi tahap 1 (satu) diunggah
pada SPSE (metode pemasukan penawaran dengan 2
(dua) tahap,

' Ya

I Tidak

4. Terdapat keluhan dari calon penyedia terkait hambatan
pengunggahan (upload) dokumen penawaran,

'8

Tidak

5. Terdapat peserta yang menggunakan IP (diluar LPSE) yang
sama dengan peserta lain untuk mengunggah dokumen
penawaran,

' Ya

= Tidak

6. Buat simpulan dan rekomendasi.

Pelaksanaan Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Terdapat perubahan waktu pembukaan dokumen
penawaran dan alasannya;

1 Ya

-1 Tidak

2. Pokja Pemilihan telah mengunduh semua dokumen
penawaran yang diunggah oleh calon penyedia;

" Ya

- Tidak

3. Pokja Pemilihan tidak membuka dokumen penawaran
harga/biaya sebelum dilakukan hasil evaluasi administrasi
dan Teknis diumumkan melalui SPSE (metode pemasukan
penawaran dengan 2 (dua) file);

' Ya

I Tidak

4. UKPBJ telah menguji kelengkapan dokumen penawaran
yang di unduh;

| Ya

' Tidak

5. Pokja Pemilihan tidak menggugurkan penawaran pada
saat pembukaan penawaran,

Ya

- Tidak

6. Buat simpulan dan rekomendasi.

Evaluasi Penawaran

1. Jika penawaran yang masuk kurang dan 3 (tiga) peserta,
pemilihan penyedia tetap dilanjutkan dengan melakukan
negosiasi teknis dan harga/biaya,

| Ya

I Tidak

2. Koreksi aritmatikdilakukan pada saat melakukan evaluasi
harga/biaya (Untuk metode pemasukan penawaran 2 file
dan 2 tahap);

3. Koreksi aritmatik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan |

yang berlaku,

1 Ya

| Ya

I Tidak

I Tidak

Evaluasi Administrasi:

4. Evaluasi admunistrasi dengan metode pemasukan
penawaran 1 (satu) file dilakukan dari tiga penawar
terendah setelah koreksi aritmatik (jika ada),

| Ya

 Tidak
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5. Pokja Pemilihan menambah persyaratan lain di luar dan
yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan (post
bidding).

Ya

- Tidak

6. Terdapat peserta yang digugurkan pada saat evaluasi
administrasi;

] Ya

-1 Tidak

7. Pengguguran penawaran adminstrasi oleh Pokja Pemilihan
telah sesuai dengan ketentuan,

| Ya

1 Tidak

8 Terdapat kesamaan data dalam dokumen penawaran yang

masuk antara lain alamat dan nomor telepon untuk menguiji
adanya indikasi persekongkolan;

| Ya

| Tidak

9. Pokja Pemilihan telah melakukan klarifikasi bila terdapat
kesamaan data dalam dokumen penawaran yang masuk;

| Ya

Tidak

10. Penawar yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen pemilihan
(LDP) antara lain jangkawaktu penawaran tidak kurang dan
yang ditetapkan dalam LDP dan bertanggal,

' Ya

| Tidak

11. Pokja Pemilihan membatalkan proses tender/seleksi tanpa
mengambil penawar terendah berikutnya (jika ada) apabila
tiga penawar terendah pertama tidak memenuhi syarat
administrasi;

' Ya

1 Tidak

12. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang
memenuhi  persyaratan administrasi, evaluasi tetap
dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

| Ya

-1 Tidak

Evaluasi Teknis

13. Pokja Pemilihan melakukan negosiasi teknis jika jumliah
penawar yang masuk kurang dari 3 penawar:

' Ya

' Tidak

14_Evaluasi teknis dilakukan sesuai dengan Dokumen
pemilihan;

1 Ya

1 Tidak

15. Apabila tiga penawar terendah pertama tidak memenuhi
syarat teknis, Pokja Pemilhan membatalkan proses
tender/seleksi tanpa mengambil penawar terendah
berikutnya (jika ada),

| Ya

O Tidak

Daftar Uji untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya:

16. Penawaran yang dinyatakan lulus telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan dokumen pemilihan/LDP (a.l:
spesifikasi teknis, jangka waktu pelaksanaan, jenis, tipe,
dan merk, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan,
tenaga  teknisftrampil, uraian  pekenaan  yang
disubkontrakkan, dan layanan purna jual (khusus untuk
pengadaan barang),

| Ya

- Tidak




Aspek Penilaian

Pernyataan

Daftar Uji untuk Pekerjaan Konstruksi:

17. Penawar yang dinyatakan lulus evaluasi teknis telah
memenuhi persyaratan teknis minimal sesuai dengan
dokumen pemilihan/LDP (a.l: jangka waktu penawaran,
metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan, jenis,
kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal,
spesifikasi teknis, jJumlah dan kualitas personil inti, uraian
bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan, dan sertifikat
garansi khususnya untuk Engineenng Procurement
Construction/EPC (jika diperlukan);

' Ya

| Tidak

Daftar Uji untuk Jasa Konsultansi:

18. Penawar yang dinyatakan lulus evaluasi teknis telah
memenuhi persyaratan tekmis minimal sesuai dengan
dokumen pemilihan/LDP yaitu Pokja Pemilihan telah
melakukan penilaian terhadap pengalaman penawar
selama 10 tahun terhadap pekerjaan sejenis, pengalaman
melaksanakan pekerjaan di lokasi kegiatan yang sama,
pengalaman manajerial dan fasilitas utama, kapasitas
perusahaan (jumlah dan kualifikasi tenaga ahli), lingkup
pekerjaan, dan melewati ambang batas nilai teknis,

‘Ya

1 Tidak

19. Pokja Pemilihan telah melakukan uji mutu/teknis/fungsi
untuk bahan/peralatan (jika diperiukan);

(0 Ya

I Tidak

20. Terdapat Indikasi persekongkolan (seperti adanya
kesamaan uraian dalam dokumen teknis);

7 Ya

| Tidak

21 Evaluasi teknis dengan metode yang terkait telah
dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dalam LDP;

1 Ya

| Tidak

Evaluasi Harga:

22. Pokja Pemilihan melakukan negosiasi harga jika jumiah
penawar yang masuk kurang dari 3 penawar,;

' Ya

-1 Tidak

23. Klanfikasi dan analisis hasil klarifikasi telah dilaksanakan
terhadap harga satuan penawaran yang nilainya lebih
besar 110% dari harga satuan yang tercantum dalam HPS

{tmpangfidaktimpang);

| Ya

- Tidak

24. Pokja Pemilihan telah melakukan klarifikasi terhadap harga
penawaran yang terkena koreksi aritmatik;

Ya

I Tidak

25 Pokja Pemilihan telah melakukan klanfikasi terhadap
perhitungan komponen dalam negen, jika terdapat
perbedaan dengan perkiraan Pokja Pemilihan dan/atau
Daftar Inventaris Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;

1 Ya

| Tidak

26. Untuk nilai penawaran di bawah 80% dan HPS, Pokja
Pemilihan telah melakukan klanfikasi;

7 Ya

I Tidak

27. Apabila dan 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi
aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga, Pokja

Ya

I Tidak
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Aspek Penilaian

Pemilihan melakukan evaluasiterhadap penawar terendah
berikutnya (apabila ada)} dimulai dar evaluasi administrasi
(untuk metode 1 (satu) file sistem gugur),

H.

28. Pokja Pemilihan telah melakukan perhitungan preferensi
harga atas penggunaan produksi dalam negeri sesuai
dengan LDP;

1 Ya

7 Tidak

'29. Buat simpulan dan rekomendasi

Evaluasi Kualifikasi

1. Terdapat anggota direksi atau dewan komisaris merangkap
sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada
perusahaan lainnya yang menjadi peserta pada
tender/seleksi yang sama,

Ya

- Tidak

2. Terdapat penawar menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dokumen kualifikasi;

1 Ya

| Tidak

3. Konsultan perencana/pengawas juga bertindak sebagai
pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannyal
diawasinya, kecuali untuk kontrak pekerjaan terintegrasi
(pekerjaan konstruksi),

' Ya

1 Tdak

4. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai
kensultan perencana dan/atau konsultan pengawas;

| Ya

| Tidak

Metode Pascakualifikasi

5. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang
tender/seleksi serta calon pemenang cadangan 1 dan 2
(apabila ada),

O Ya

-1 Tidak

8. Peserta yang dinyatakan lulus kualifikasi telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan LDP:

0 Ya

1 Tidak

7. Dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak mengubah
substansi formulir isian kualifikasi, apabila ditemukan hal-
hal dan/atau data yang kurang jelas;

Ya

- Tidak

8. Pokja Pemilihan menambah persyaratan penilaian
kualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam LDP (Post
Bidding).

0 Ya

1 Tidak

9. Buat simpulan dan rekomendasi.

Metode Prakualifikasi

Pengumuman Prakualifikasi

10. Informasi pengumuman tender/seleksi prakualifikasi telah
diunggah oleh Pokja Pemilihan,

0 Ya

| Tidak

11. Substansi pengumuman prakualifikasi telah sesuai dengan
Lembar Data Kualifikasi (LDK),

' Ya

| Tidak
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12. Penayangan pengumuman minimal selama 7 (tujuh) han
kalender, kecuali untuk tender/seleksi sederhana;

(0 Ya

-1 Tidak

13. Tanggal mulai pengumuman prakualifikasi sesuai dengan
jadual pada RUP;

| Ya

I Tidak

14 Jadual penyelesaian pekeraan tersebut masih sesuai
dengan jadual kebutuhan dan tidak melebihi tahun
anggaran,

| Ya

I Tidak

15.Selama masa pengumuman terdapat adendum
dokumen kualifikasi;

Ya

- Tidak

16. Adendum dokumen kualifikasi tersebut diunggah paling
lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pengunggahan
dokumen isian kualifikasi;

Ya

| Tidak

17. Buat simpulan dan rekomendasi.

Pendaftaran dan Download Dokumen Kualifikasi

18. Terdapat register/daftar peserta yang mengunduh
(download) dokumen kualifikasi;

| Ya

| Tidak

19. Lakukan konfirmasi ke LPSE dan UKPBJ apakah terdapat
keluhan dari calon penyedia terkait pendaftaran dan
pengambilan dokumen kualifikasi;

] Ya

- Tidak

20. Lakukan konfirmasi ke LPSE dan UKPBJ apakah terdapat
keluhan dari calon penyedia terkait pendaftaran dan
pengambilan dokumen kualifikasi;

0 Ya

1 Tidak

21. Terdapat peserta yang menggunakan |P (internet profocol)
yang sama dengan peserta lain untuk mendaftar,

| Ya

I Tidak

22. Buat simpulan dan rekomendasi.

Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi

23. Terdapat daftar peserta tender/seleksi yang mengunggah
dokumen isian kualifikasi;

] ‘Ya

1 Tidak

24 Terdapat peserta yang mengunduh dokumen kualifikasi
namun tidak mengunggah dokumen isian kualifikasi,

. Ya

I Tidak

25 Terdapat keluhan dan  calon penyedia terkait
pengunggahan (upload) dokumen isian kualifikasi,

1 Ya

-1 Tidak

26. Terdapat peserta yang menggunakan IP (infemet protocol)
yang sama dengan peserta lain untuk mengunggah
dokumen isian kualifikasi,

1 Ya

-1 Tidak

27. Terdapat perubahan batas waktu pengunggahan dokumen
isian kualifikasi;

1 ¥Ya

-l Tidak

28. Alasan perubahan batas waktu pengunggahan dokumen
isian kualifikasidapat diterima,

 Ya

- Tidak




Aspek Penilaian

Pernyataan

29. Pokja Pemilihan telah mengunduh dan mengevaluasi

semua dokumen isian kualifikasi yang diunggah calon
penyedia paling lambat 2 (dua) han kerja setelah diterima,

Ya

- Tidak

30 Dokumen isian kualifikasi yang tidak dapat dibuka telah
dikonfirmasi ke LPSE dan/atau LKPP serta telah mendapat
keterangan tertulis bahwa file tersebut tidak dapat dibuka,

'31. Pokja Pemilihan masih membenkan waktu kepada calon

penyedia untuk melengkapi dokumen isian kualifikasi dan
calon penyedia yang masih kurang paling lambat sebelum
batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi,

Ya

I Tidak

] Ya

I Tidak

32 Pokja Pemilihan mengundurkan batas akhir pemasukan
Data kualifikasi bila Pokja Pemilihan mengunggah (upload)
file adendum Dokumen Kualifikasi kurang dari 2 (dua) hari
sebelum batas akhir pemasukan kualifikasi,

' Ya

| Tidak

33. Pokja Pemilihan telah melakukan evaluasi kualffikasi
sesuai dengan persyaratan dalam LDK;

34. Terdapat dokumen klanfikasi untuk hakhal dan/atau yang
kurang jelas;

1 Ya

Ya

| Tidak

' Tidak

35. Terdapat perubahan substansi formulir isian kualifikasi;

Ya

| Tidak

36. Buat simpulan dan rekomendasi.

Pembuktian Kualifikasi

1. Metode pembuktian kualifikasi yang dilakukan
sesuai dengan LDK;

1 Ya

| Tidak

2. PA/KPA mengusulkan agar badan usaha sera pengurus
atau peserta perorangan yang terlibat dimasukkan dalam
Daftar Hitam bila BA pembuktian Kkualifikasi terdapat
adanya pemalsuan data,

0 Ya

- Tidak

3. Peserta menawarkan personil (tenaga ahh) dan peralatan
yang sama untuk beberapa paket yang dilkut;

0 ¥Ya

-1 Tidak

4. Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi dengan
pengujian ke lapangan seperti. keberadaan Kkantor,
keberadaan peralatan yang dipersyaratkan dl;

Ya

Tidak

5. Buat simpulan dan rekomendasi

Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)

1. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) telah disusun sesuai
dengan LDP;

| Ya

| Tidak

2. Penyerahan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada
PPK sesuai dengan jadual yang ditetapkan dalam
dokumen tender/seleksi,

| Ya

| Tidak

3. Keterlambatan penyerahan Berita Acara Hasil Pemilihan
(BAHP) mempengaruhi keterlambatan penyelesaian dan
pemanfaatan pekerjaan,

1 Ya

| Tidak
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4,

Buat simpulan dan rekomendasi.

Penetapan Pemenang

1

Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp100 miliar,
Surat Penetapan Pemenang telah diterbitkan oleh Pokja
Pemilihan;

| Ya

-1 Tidak

Surat Penetapan Pemenang telah ditetapkan oleh PA atas
usulan dari Pokja Pemilihan, dengan tembusan kepada
PPK dan APIP Kementernian/Lembaga/Pemerintah Daerah
yang bersangkutan untuk pengadaan dengan nilai di atas
Rp100 miliar;

| Ya

| Tidak

PA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan
tender/seleks) gagal Jika PA tdak setuju dengan usulan
Pokja Pemilihan dengan alasan sesuai peraturan,

' Ya

-1 Tidak

4

Penetapan pemenang disusun dengan memuat hal- hal
yang seharusnya,

' Ya

| Tidak

5

Buat simpulan dan rekomendasi.

Pengumuman Pemenang

1.

Terdapat perubahan Waktu pengumuman pemenang serta
mediatempat pengumuman pemenang,

| Ya

I Tidak

2.

UKPBJ melaksanakan pengumuman pemenang di website
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, papan
pengumuman resmi, dan portal pengadaan nasional
melalui LPSE,;

| Ya

- Tidak

Pengumuman pemenang telah memuat uraian sesuai
ketentuan;

1 Ya

' Tidak

4.

Buat simpulan dan rekomendasi.

M.

Sanggah dan Sanggah Banding

1.

Surat Sanggah dibuat oleh peserta;

| Ya

I Tidak

2.

Pokja Pemilihan telah membuat dan menginm secara
online jawaban atas sanggah sesuai ketentuan yang
berlaku;

Pokja ‘Pemilihan telah mengambil tindakan antarz lain
berupa evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang, jika
isi surat sanggah tersebut benar;

1 Ya

| Ya

I Tidak

| Tidak

Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan
apabila sanggah dinyatakan salah;

1 Ya

7 Tidak

Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal
penyanggah ftidak setuju dengan jawaban sanggah,
penyanggah menyampaikan Sanggah Banding kepada
KPA Dalam hal tidak ada KPA, maka Sanggah Banding
ditujukan kepada PA;

O Ya

| Tidak
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Pernyataan

Penyanggah telah menyerahkan jaminan Sanggah
Banding dan Pokja Pemilihan telah melakukan klarifikasi
atas kebenaran nilai dan masa berlaku jaminan tersebut,

Ya

- Tidak

KPA telah menyampaikan jawaban Sanggah Banding
dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat
belas) han kerja setelah menerima klarifikasi dan Pokja
Pemilihan;

' Ya

| Tidak

Jika Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ
memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang
atau pemilihan Penyadia ulang,

| Ya

-1 Tidak

Jika Sanggah Banding dinyatakan salahtidak diterima,
Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dan UKP8J
mencairkan jaminan Sanggah Banding dan menyetorkan
ke kas negara/daerah;,

' Ya

| Tidak

10. Pokja Pemilihan menghentikan proses pemilihan apabila

Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding;

11. Buat simpulan dan rekomendasi

1 Ya

| Tidak

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

1.

SPPBJ dibuat oleh PPK sebagai Pejabat Penandatangan
Kontrak segera setelah menerima Benta Acara Hasil
Pemilihan (BAHP) dari Pokja Pemilihan,;

' Ya

| Tidak

SPPBJ diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku;

' Ya

I Tidak

Surat penolakan PPK atas hasil pemilihan penyedia
kepada, dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan
yang dilaksanakan Pokja Pemilihan disertai dengan alasan
dan bukt;

0 Ya

| Tidak

Surat Keputusan PA/KPA dalam hal tidak tercapai
kesepakatan antara PPK dan Pckja Pemilihan,

| Ya

| Tidak

Surat PA/KPA kepada Pokja Pemilinan untuk melakukan
eveluasi ulang, penawaran ulang atau tender ulang paling
lambat 6 (enam) kerja, dalam hal PA/KPA menyetujul
penciakan PPK:

1 Ya

| Tidak

PA/KPA telah memerintahkan PPK untuk menerbitkan
SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja, dalam hal PA/KPA
menyetujui hasil pemilinan;

| Ya

I Tidak

Terdapat pemyataan tertulis dan pemenang yang ditunjuk
mengundurkan din disertai dengan alasan yang jelas.

Jika pemyataan pengunduran din pemenang tidak dapat
ditenma secara obyektf calon penyedia dimasukkan
dalam Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun dan jaminan
penawarannya dicairkan dan disetorkan ke Kas
Negara/Daerah;

1 Ya

1 Ya

I Tidak

| Tidak
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No. Aspek Penilaian Pernyataan
9. Penunjukan penyedia dilakukan kepada peserta dengan
peringkat dibawahnya (jika ada), dalam hal tidak ada calon
pemenang cadangan, maka PPK melaporkan ke Pokja | ' Ya 1 Tidak

Pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender/Seleksi Ulang
atau Evaluasi Ulang;

10. Buat simpulan dan rekomendasi




Lampiran 6

Audit atas Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

A. Program Audit atas Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Meyakini adaftidaknya perubahan
kegiatan pekerjaan, validitas alasan

perubahan dan ketepatan perhitungan

_ | _ Rencana Realisasi
A. | Pengadaan Barang =
1. | Perubahan Kegiatan Pekerjaan

Tujuan:

| Prosedur:

Dapatkan:

1) Surat keputusan  pembentukan
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak

2) Berita Acara negosiasi perubahan
kegiatan pekerjaan

3) Addendum kontrak

Pastikan Panitia/Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak dibentuk oleh
PA/KPA atas usul PPK

Analisis dan bandingkan kondisi lokasi
pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan
gambar dan spesifikasi yang ditentukan
dalam dokumen kontrak yang menjadi
alasan perubahan kontrak

| Lakukan reviu dokumen, pemeriksaan

fisik, konfimasi dan wawancara atas
perubahan kontrak

Analisis perhitungan tambah kurang atas
perubahan  kontrak dan  pastkan
ketersediaan anggaran dan batas nilai
10% (sepuluh perseratus) dari nilai
kontrak awal

Lakukan observasi atas pelaksanaan
negosiasi teknis dan harga (bila mungkin)

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam daftar
uji




No

Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana | Waktu

Pelaksana | Waktu

Ref

Uji Coba

Tujuan:

Meyakini barang yang ditenma dapat
beroperasi sesuai kontrak dan pelatihan
yang diperlukan telah dilaksanakan

Prosedur:

Prosedur audit atas proses uji coba
dan proses pelatihan

Pahami ketentuan dalam  kontrak
mengenai uji coba barang

Observasi pelaksanaan uji coba barang

Amati proses uji coba barang dan catat
hal-hal penting yang terjadi

Lakukan wawancara kepada para pihak
yang terkait yang dipandang perlu setelah
proses uji coba

Dapatkan berita acaraflaperan uji coba
barang dan bandingkan dengan hasil
observasi

Observasi pelaksanaan pelatihan

Lakukan wawancara kepada instruktur
dan peserta pelatihan untuk meyakini
efektivitas pelatihan

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam daftar
uji

Prosedur audit atas output

Pahami ketentuan dalam  kontrak
mengenai uji coba barang

| Dapatkan berita acaraflaporan uji coba |

barang

Analisis hasil uji coba barang dan
bandingkan dengan ketentuan dalam
kontrak

Apabila memerlukan keahlian khusus,
dapatkan laporan pelatthan dan lakukan
wawancara kepada personil penerima
pelatihan

Konfirmasikan adaltidaknya kejadian uji
coba yang tidak sesuai dengan spesifikasi




No

Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana | Waktu

Pelaksana | Waktu

Ref

dan kontrak namun penyedia barang telah
memperbaiki atau mengganti barang

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dna penjelasan atas jawaban dalam daftar
uji

3. | Serah Terima Barang

Tujuan:
Meyakini serah terima barang
dilaksanakan setelah seluruh persyaratan
terpenuhi
Prosedur:

a. | Dapatkan benta acara serah ternma
barang

b. |Telit ketepatan wakiu serah terima
barang

¢. | Lakukan wawancara dan konfirmasi
kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekernjaan tentang ketepatan waktu dan
kesesuaian dengan spesifikasi

d. | Konfirmasikan ada/tidaknya kekurangan-
kekurangan dan/atau cacat hasil
pekerjaan namun penyedia telah
memperbaiki‘menyelesaikannya

e. | Dapatkan sertfikat garansi (bila
diperiukan)

f. Lakukan analisis atas sertifikat garansi
tersebut dan bandingkan dengan
ketentuan dalam kontrak

g. | Lakukan pemeriksaan fisik dan uji
operasinya

h. | Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan ‘
dan penjelasan atas jawaban dalam dafira
uji

B. | Jasa Konstruksi

1. | Pengawasan Mutu
Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa pekerjaan telah
memenuhi standar mutu yang ditetapkan
dalam kontrak
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No

Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Ref

Dapatkan laporan kemajuan fisik yang
disampaikan oleh penyedia, laporan hasil
pemantuan, laporan hasil pengujian mutu

Dapatkan data-data penilaian mutu yang
telah dilaksanakan Pengawas Pekerjaan,
dan pedoman penilaian mutu (jika ada)

Lakukan pengamatan uji mutu pekerjaan
yang dilaksanakan Pengawas Pekerjaan,
apakah pemeriksaan dilakukan sesuai
dengan prosedur, jika tidak sesuai
prosedur sampaikan kepada PPK, untuk
ditindak lanjuti

7

Lakukan pengamatan perbaikan yang

dilakukan penyedia untuk memastikan
bahwa perbaikkan cacat mutu telah
dilakukan

Dapatkan hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan dan daftar (rekap) cacat mutu
yang ditemukan dalam pemernksaan

‘Pastikan bahwa semua cacat mutu yang
ditemukan telah disampaikan secara
tertulis kepada penyedia dan ditetapkan
batas waktu perbaikannya

Dapatkan daftar perbaikan mutu yang
telah diperbaiki oleh penyedia, dan teliti
bahwa semua pekerjaan cacat mutu telah
diperbaiki oleh penyedia

Jika terdapat cacat mutu yang belum
diperbaki sampai dengan batas waktu
yang ditetapkan, maka PPK atas
pertimbangan Pengawas dapat
melakukan langkah-langkah ditetapkan
dalam kontrak

Jika perbaikan cacat mutu mengakibatkan
keterlambatan pekenaan, teliti apakah
penyedia telah dikenakan denda dan
penyedia dapat masuk daftar hitam

Penilaian Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

Tujuan:

Meyakini bahwa laporan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan telah sesuai
spesifikasi teknis dan persentase




No

Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Ref

kemajuan fisik pekenaan sesuai dengan
pekerjaan dilokasi (tidak termasuk
bahan/peralatan yang belum terpasang)

Dapatkan laporan kemajuan pelaksanaan
pekerjaan, laporan hasil pemantauan,
laporan hasil pemenksaan mutu
perbaikan, jadwal pelaksanaan

Bandingkan laporan kemajuan pekerjaan
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan,
laporan hasil pemantauan, laporan
bulanan/mingguan (laporan yang
mendekati laporan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan)

Lakukan pemetaan perbedaan yang
tenadi, pada titk pekerjaan mana (sesuai
pada gambar, dan rincian pekenaan pada
dokumen penawaran)

Dapatkan informasi dar penyedia
pekerjaan-pekerjaan  yang di sub
kontrakan kepaada pihak ketiga sena
laporan kemajpuan fisik pekenaannya, dan
teliti apakah perbedaan tersebut termasuk
pekerjaan yang di sub kontrakan, dan
pastikan bahwa pekerjaan yang di sub
kontrakan sesuai dengan konirak

Dapatkan penjelasan perbedaan-
perbedaan tersebut kepada PPK

o e A a8 . £ e @ P & 4

Lakukan inspeksi ke lokasi pekerjaan,
untuk memastikan perbedaan tersebut di

lapangan, jika terjadi pekerjaan kurang

apakah pengajuan pembayaran untuk sub
kontraktor telah sesuai dengan % fisik
kemajuan pekerjaan di lapangan

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam daftar
uji

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa pembayaran

| pekerjaan  tidak  melebihi  prestasi
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No

Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Ref

pekerjaan yang terpasang, dan pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan kontrak

Dapatkan dokumen permintaan
pembayaran dan penyedia

Cek, permintaan pembayaran prestasi
pekerjaan dari penyedia, pastikan bahwa:

1) Jumiah tagihan sesuai dengan
kontrak

2) Prestasi pekerjaan yang diajukan
tidak lebih dan prestas: pekerjaan
yang telah disepakati oleh penyedia
dan PPK

3) Dilampirkan dokumen pembayaran
kepada sub kontraktor yang terpasang

Cek bukti pembayaran kepada sub
kontraktor bhahwa  pekeraan  sub
kontraktor telah terpasang sesuai dengan
hasil pemeriksaan di lapangan

Jika ada pembayaran uang muka pastikan
bahwa pembayaran dikurang uang muka,
denda (jika ada), pajak

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam daftar
uji

Perpanjangan, Denda atau Ganti Rugi

Tujuan:

meyakinkan setelah waktu pelaksanaan
pekerjaan selesai, terdapat denda, ganti
rugi, dan perhitungan denda, ganti rugi
sesuai dengan ketentuan

Dapatkan informasi kepada PPK apakah
penyedia dapat menyelesaikan pekernaan
tepat  waklu, jlka tdak dapatkan
penjelasan penyebabnya

Analisa sebab-sebab keterlambatan
penyedia dalam menyelesaikan
pekerjaan

Cek tindakan yang dilakukan oleh PPK
kepada penyedia, apakah telah sesuai
dengn ketentuan




No

Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana | Waktu

Pelaksana | Waktu

Ref

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam daftar

uji

Serah Terima Pertama Pekerjaan

Tujuan:

Meyakinkan pekerjaan telah selesal
dilaksanakan sesuai dengan konfrak

Jika PPK telah mengajukan penyerahan
hasil pekenaan, dapatkan  surat
permintaan penyerahan hasil pekerjaan
tersebut dan laporan kemajuan hasil
pekerjaan

Cek tingkat penyelesaian pekerjaan
konstruksi yang diungkapkan dalam
laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan
telah mencapai 100%

Dapatkan laporan mingguan/bulanan dari
PPK serta kemajuan pekenaan hasil
pemantauan dan hasil uji'tes yang
dilakukan PPK, dan lakukan penelaahan
untuk menilai apakah capaian prestasi
100% telah wajar

Lakukan identifikasi bagian pekerjaan
yang mempunyai indikasi belum selesai,
yang akan diprioritaskan pada saat
dilakukan pemeriksaan fisik, maupun
pemeriksaan dokumen hasil pemeriksaan
Panitia Pejabat Penenma Hasil Pekerjaan

Dapatkan informasi kepada
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
apakah telah mempunyai pedoman untuk
melakukan pemeriksaan, jika tidak
langkah apa yang akan dilakukan dalam
melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan

Cek langkah-langkah pemeriksaan yang
akan dilakukan Tim/Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan dalam melakukan
pemeriksaan, jika terdapat kelemahan
lengkapi langkah pemeriksaan oleh aditor

Dapatkan jadwal pemeriksaan
fisikk/pengujian yang akan dilakukan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
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No

Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Ref

Lakukan pengamatan pemenksaan atas
pemeriksaan/pengujian yang dilakukan
oleh PanitiaPejabat Penenma Hasil
Pekerjaan apakah telah sesuai dengan
pedoman pemeriksaan/langkah kerja
yang telah ditetapkan, jika tidak sesuai
telaah kemungkinan dampaknya, jika
berpengaruh terhadap mutu, prestasi
pekerjaan dan harga sampaikan kepada
PPK untuk dilakukan pemeriksaan dan
pengujian

Dapatkan hasil pemeriksaan/pengujian
yang dilakukan oleh Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekenaan, dan teliti
apakah telah sesuai dengan pengamatan
yang telah dilakukan

Jika hasil pemeriksaan terdapat pekerjaan
kurang atau cacat mutu, dapatkan
informasi apakah PPK telah
memerintahkan penyedia untuk
memperbaiki pekenaan kurang atau cacat
mutu tersebut

Jika telah dilakukan perbaikan lakukan
peninjauan untuk memastikan perbaikan
telah dilakukan

Dapatkan informasi kepada PPK, apakah
penyedia dikenakan denda keterlambatan
jika tidak dapatkan penjelasan alasannya

Dapatkan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam daftar
ujl

Serah Terima Akhir Pekerjaan

Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa hasil pekerjaan
setelah masa pemeliharaan tetap sesuai
dengan kontrak

Dapatkan surat permintaan penyerahan
akhir dan penyedia kepada PPK

Telit permohonan penyerahan akhir
tersebut, apakah telah melalui masa




No

Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana

Ref

pemeliharaan sebagimana diatur dalam
syarat-syarat khusus kontrak, jika tidak
sesuai dengan kontrak sampaikan kepada
PPK untuk menindaklanjutinya

Dapatkan hasii-hasil pemeriksaan yang
telah dilakukan oleh Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekenaan (cacat
mutuw/pekerjaan kurang), dan dapatkan
hasi-hasil pemeriksaan perbaikan yang
telah dilakukan oleh penyedia

Analisa hasil-hasil perbaikan yang telah
dilakukan penyedia apakah seluruh cacat
mutu/pekerjaan kurang telah dilakukan
perbaikan oleh penyedia (bandingkan
dengan foto-foto perbaikan bertanggal),
jika terdapat cacat mutwpekeraan kurang
yang belum diperbaiki oleh penyedia,
sampaikan kepada PPK untuk
memerintahkan penyedia agar
memperbaiki pekenaan kurang atau cacat
mutu untuk segera memperbaikinya

Lakukan pengamatan ke lokasi pekerjaan,
untuk memastikan bahwa seluruh
pekerjaan kurangfcacat mutu telah
dilakukan perbaikan oleh penyedia

Jika masih terdapat bagian konstruksi
yang tidak berfungsi atau cacat mutu
disampaikan ke PPK untuk
memerintahkan penyedia memperbaiki
pekerjaan yang cacat mutu dan tidak
berfungsi tersebut

Dapatkan Berita Acara Serah Terima
Akhir Pekerjaan dan pastikan bahwa BA
telah telah ditandatangani oleh Penyedia,
dan Panitia/Pejabat Penenma Hasil
Pekerjaan

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam daftar
uji

Jasa Konsultansi

Pemeriksaan Personil dan Peralatan

Tujuan:
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No

Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana | Waktu | Pelaksana | Waktu

Ref

Meyakini peralatan dan personil tersedia
sesuai kebutuhan dengan spesifikasi
sesuai ketentuan dalam kontrak

Dapatkan:

1) Berita Acara Pemeriksaan
2) Addendum kontrak

Dapatkan materi ketentuan pemeriksaan
personil dan peralatan dalam kontrak dan
pahami jadwal, tempat dan ruang lingkup

Lakukan analisis atas berita acara dan
bandingkan dengan ketentuan dalam
kontrak

Lakukan reviu dokumen berita acara dan
konfirmasi kepada para pihak terkait
untuk menilai validitasnya

Nilai relevansi hasil inspeksi terhadap
addendum kontrak (jika ada)

Lakukan reviu dckumen dan konfirmasi
atas hasil pemerksaan personil dan
peralatan yang belum memenuhi
persyaratan namun penyedia telah
mengganti sesual dengan ketentuan
dalam kontrak

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam
daftar uji

Perubahan Personil dan Peralatan yang

diajukan oleh Penyedia

Tujuan:

1) Meyakini penggantian personil dan
peralatan didasarkan pada alasan
yang sah

2) Meyakini penggantian personil dan
peralatan tidak mengurangi kualitas
pekerjaan

Dapatkan maten ketentuan tentang
prosedur dan Kriteria perubahan personil
dan peralatan dalam dokumen kontrak




No

Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Ref

Dapatkan:

1) Surat pengajuan usulan penggantian
personil dan/atau peralatan dan
dokumen pendukungnya

2) Surat/laporan penilaian dan
Panitia/Pejabal Peneliti Pelaksanaan
Kontrak

3) Surat menyetujuitidak menyetujui dari
PPK

4) Addendum kontrak

Lakukan analisis atas:

1) Surat pengajuan usulan penggantian
personil dan/atau peralatan, dan

2) Suravtlaporan penilaian dan
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak serta keputusan PPK

Analisis persetujuan usulan penggantian
personil dan/atau peralatan dan pastikan
kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan
tidak berkurang, dan nilai kontrak tidak
bertambah

Nilai relevansi persetujuan usulan
penggantian personil dan/atau peralatan
terhadap addendum kontrak (jika ada)

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam
daftar uji

Penggantian Personil Penyedia atas Perintah PPK

Tujuan:

1. Meyskini tidak adanya kondisi yang
mengharuskan penggantan personil
karena dianggap tidak mampu atau
tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik atau berkelakuan tidak
baik

2. Meyakini personil pengganti
mempunyai  kualifikasl  keahlian
personil yang sama atau lebih tinggi

3. Meyakini penggantian personil
dilakukan tepat waktu
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No

Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana | Waktu

Pelaksana | Waktu

Ref

Prosedur:

Dapatkan surat perintah penggantian
personil dari PPK

Lakukan wawancara dan konfirmasi atas
alasan keluamya perintah penggantian
personil dari PPK

Lakukan wawancara dan konfirmasi
kepada pihak terkait untuk memastikan
kinenja personil dari penyedia sesual
dengan ketentuan

Telit dokumen pendukung mengenai
kualifikasi keahliam profesional personil
pengganti dan personil yang digantikan

Bandingkan dokumen dari kedua
personil dimaksud

Konfirmasikan ketepatan tanggal mulai
aktifnya personil  penggant  dan
bandingkan dengan tanggal surat
penntah penggantian

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam
daftar uji

&

Perubahan Lingkup Pekerjaan

Tujuan:

Meyakini  adatdaknya  perubahan
lingkup pekerjaan, validitas alasan
perubahan dan ketepatan perhitungan

Prosedur atas proses

Dapatkan:

1) Surat keputusan pembentukan oleh
Panitia/Pejabat Pelaksana Kontrak
2) Berita acara pemeriksaan lapangan

Analisis berta acara pemeriksaan
lapangan dan lakukan konfimasi atas
data yang terkandung dalam berita acara
pemeriksaan lapangan

Lakukan observasi atas proses negosiasi
teknis dan harga




No

Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana | Waktu

Pelaksana | Waktu

Ref

Amati jalannya negosiasi dan catat
substansi hasil negosiasi

Lakukan wawancara kepada para pihak
terkait setelah negosiasi berlangsung

Dapatkan notulen hasil diskusi dan berita
acara negosiasi teknis dan harga

Analisis berita acara negosiasi teknis dan
harga dan pastikan sesuai dengan hasil
pada saat negosiasi

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam
daftar uji

Prosedur atas Output

Dapatkan:

1) Surat keputusan pembentukan oleh
Panitia/Pejabat Pelaksana Kontrak

2) Berita acara pemeriksaan lapangan

3) Berita acara negosiasi perubahan
kegatan pekerjaan

4) Addendum kontrak

Pastikan Panitia/Pejabat Penelit
Pelaksanaan Kontrak dibentuk oleh
PA/KPA atas usul PPK

Analisis dan bandingkan kondisi lokasi
pekerjaan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan spesifikasi yang
ditentukan dalam dokumen kontrak yang
menjadi alasan perubahan kontrak

Lakukan reviu dokumen, pemeriksaan
fisik, konfimasi dan wawancara atas
perubahan kontrak

Analisis perhitungan tambah-kurang atas
perubahan kontrak dan  pastikan
ketersediaan anggaran dan batas nilai
10% (sepuluh perseratus) dari nilai
kontrak awal

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam
daftar uji
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Tujuan dan Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Ref

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Tujuan:

Meyakini ada'tidaknya kondisi yang
mengharuskan dilakukan perpanjangan
wakiu pelaksanaan pekerjaan, dan —jlka
ada- telah dilakukan sesuai ketentuan

Prosedur:

Dapatkan:

1) Usulan tertulis yang diajukan oleh
penyedia

2) Hasil penelitan Pantia/Pejabat
Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas
kelayakan usulan perpanjangan waktu
pelaksanaan

3) Addendum kontrak

Lakukan analisis atas dokumen
dimaksud, konfirmasikan dan
wawancara dengan pihak terkait untuk
meyakini  keterjadian  kondisi  yang
mengharuskan dilakukan perpanjangan
wakiu pelaksanaan pekernaan

Bandingkan hasil analisis dengan
ketentuan dalam dokumen kontrak

Analisis lamanya perpanjangan waktu

sesuai dengan kondisi yang
menyebabkannya

Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam
daftar uji

Penyelesaian Pekerjaan

T‘Gjuan:

Meyakini serah tenma laporan akhir
dilaksanakan setelah seluruh
persyaratan terpenuhi

Prosedur:

Dapatkan berita acara serah terima
laporan akhir

Teliti ketepatan waktu serah terima




Rencana Realisasi
No Tujuan dan Prosedur Audit .
- G Pelaksana | Waktu | Pelaksana | Waktu | 2%
laporan akhir
¢. | Lakukan wawancara dan konfirmasi
kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan tentang ketepatan wakiu dan
kesesuaian dengan kontrak
d | Konfirmasikan ada/tidaknya kekurangan-
kekurangan hasil pekenfaan namun
penyedia telah memperbaiki/
menyelesaikannya
e. | Tuangkan dalam daftar uji, buat simpulan
dan penjelasan atas jawaban dalam
daftar uji
B. Daftar Uji Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
No. Aspek Penilaian Pernyataan Ket.
A | Pengadaan Barang
1 | Surat Pesanan (SP)
a. PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan | ' Ya Tidak
Kontrak
. SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia
sesual dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi | _ Ya | Tidak
materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak |
tanggal penerbitan SP
. Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan | Vi i —
sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.
2 | Perubahan Kegiatan Pekerjaan
a Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA  dapat
membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak | | Ya Tidak
atas usul PPK
. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi
lokasi pekenaan pada saat pelaksanaan dengan gambar
dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak,
maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan | Ya Tidak
Kontrak yang meliputi antara lain: % :
1) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercantum dalam kontrak
2) Mengurangi atau menambanh jenis pekerjaan




Aspek Penilaian

3) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan
kebutuhan lokasi pekerjaan: dan/atau

4) melaksanakan pekerjaan tambah vyang belum
tercantum dalam Kkontrak yang diperukan untuk
menyeilesaikan seluruh pekerjaan

Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya
anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dan
nilai kontrak awal

0 Ya

Tidak

Penntah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara
tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal

| Ya

1 Tidak

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara
sebagai dasar penyusunan adendum kontrak

" Ya

1 Tidak

Pengiriman

Penyedia barang membern informasi kepada PPK tentang
jadwal pengiriman barang serta menyampaikan dokumen
pengiriman barang

' Ya

Tidak

Sarana transportasi yang dipakai harus sesuai dengan
dokumen kontrak

| Ya

1 Tidak

Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko
linggi, penyedia barang harus memberikan informasi
secara rinci tentang cara penanganannya

1 Ya

-1 Tidak

Uji Coba

Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia
barang disaksikan oleh PPK

Ya

Tidak

Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara

] Ya

Tidak

Apabila pengoperasian barang tersebut memeriukan
keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada
PPK oleh penyedia barang, biaya pelathan termasuk
dalam harga barang

Ya

Tidak

d.

Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia barang
memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan
biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang

. Ya

Tidak

Serah Terima Barang

Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia

mengajukan permintaan secara terulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan

| Ya

Tidak
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Aspek Penilaian

b. Dalam rangka penilaian hasil pekenaan, PPK menugaskan
Panitia/Pejabat Penenma Hasil Pekerjaan

Ya

Tidak

c. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekenaan yang
telah diselesaikan oleh penyedia Apabila terdapat
kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya

1 Ya

Tidak

d. PPK menenma penyerahan pekerjaan setelah:

1) Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan, dan

2) Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK
(apabila diperlukan)

- Ya

1 Ya

1 Tidak

I Tidak

Jasa Konstruksi

Penyerahan Lokasi Kerja

a. Telah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama lokasi
kena, sebelum diserahkan kepada Penyedia

1 Ya

1 Tidak

b. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam
Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja

Ya

Tidak

c. PPK telah menyerahkan seluruh lokasi kerja yang
dibutuhkan kepada penyedia

1 Ya

' Tidak

d. Dalam pemeriksaan lapangan bersama tidak ditemukan
hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak

O Ya

Tidak

e. Jika terjadi perubahan isi kontrak telah dituangkan dalam
addendum, dan addendum tersebut sesuai dengan kondisi
lapangan

I Ya

1 Tidak

f. Lokasi yang diserahkan (sudah bebas seluruhnya dan jelas
kepemilikannya) merupakan milik Pemda

. Ya

1 Tidak

Simpulan:

Jika poin 1, 2, 3, 4, 5 dinyatakan "tidak”, maka SPMK ditunda
diterbitkan hingga diselesaikannya permasalahan pada point
tersebut di atas. Hal ini bisa berakibat adanya perubahan
kontrak (addendum).

'Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK)

a. SPMK diterbitkan setelah lokasi kerja diserahkan kepada
Penyedia, dan telah diterima Penyedia

1 Ya

| Tidak

b. SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak

1 Na

I Tidak

c. Dalam SPMK telan mencantumkan saat paling lambat
dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia

1 Ya

T Tidak
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Aspek Penilaian

Simpulan:

Jika poin 1 dan 3 dinyatakan tidak, lakukan perbaikan SPMK,
hal ini bisa berakibat rapat persiapan pelaksanaan kontrak
belum bisa dilakukan

Mobilisasi

. A A e B A NN Pl A R A AP G i

| Tidak

b. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,
yaitu:

1) Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan

2) Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya
dan/atau

3) Mendatangkan personil-personil

Kesimpulan:

Bila poin 1 dinyatakan “tidak”, pembayaran uang muka dapat
tertunda dan pemeriksaan bersama bisa tertunda, bila unsur
poin 2 jawabannya tidak, PPK memerintahkan Penyedia untuk
menggantiimendatangkan peralatan/personil sesuai dengan
kontrak

" Ya

| Ya

1 Tidak

Tidak

Tidak

Penilaian Mutu

‘a. PPK melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan
terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan

| Ya

. Tidak

b. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan
mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan
yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan
mengandung Cacat Mutu

Ya

Tidak

c. Setiap cacat mutu yang ditemukan PPK, segera
diberitahukan secara tertulis kepada penyedia

| Ya

Tidak

d. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu
selama masa kontrak dan masa pemeliharaan

| Ya

1 Tidak

e. Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan, PPK dapat melakukan langkah-
langkah sesuai dengan klausul yang diatur dalam kontrak

' Ya

Tidak

Simpulan:

a. Penyedia telah menyampaikan |aporan kemajuan
pelaksanaan pekeraan

- Ya

Tidak
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Aspek Penilaian

b. Kemajuan pekerjaan yang dilaporkan telah sesuai dengan
kemajuan pekerjaan fisik dilapangan

Ya

Tidak

c. Spesifikasi teknis pekerjaan yang terpasang telah sesuai
dengan kontrak

| Ya

| Tidak

d. Pembayaran penyedia kepada subkontraktor telah sesuai
dengan pekerjaan yang terpasang

| Ya

Tidak

Simpulan:

Jika poin 1,23 jawabannya "tidak®, Penyedia belum dapat
memperoleh pembayaran prestasi pekenaan, Penyedia harus
memperbaiki pekenaan kurang atau cacat mutu

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

a Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekenaan

] Ya

Tidak

b. Untuk kentrak yang mempunyai subkontrak, permintaan
pembayaran telah dilengkapi bukti pembayaran kepada
seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan

. Ya

1 Tidak

c. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin sesuai
ketentuan dalam Dokumen Kontrak

| Ya

I Tidak

d. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah
terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan
yang ada di lokasi pekerjaan

| Ya

Tidak

e. Pembayaran termin telah dipotong angsuran uang muka,
denda (bila ada),

' Ya

Tidak

Kesimpulan:

Denda, Ganti Rugi atau Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

a. Jika pekenaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian
bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi
atau karena kesalahan atau kelalzian penyedia maka
penyedia dikenakan denda

Ya

- Tidak

b. Besarnya denda 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak
yang belum dikerjakan, bila pekenaan yang telah
dilaksanakan dapat berfungsi

| Ya

Tidak

c. Jika pekerjaan yang telah dilaksanakan belum berfungsi,
besarnya denda 1/1000 dari harga kontrak

! Ya

Tidak

d. Jika ketedambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh
Penstiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban
pembayaran ganti rugi

O Ya

1 Tidak
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Aspek Penilaian

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang

1 Ya

I Tidak

PPK melakukan penelitian usulan teriulis perpanjangan
waktu penyelesaian kontrak oleh Penyedia

| Ya

Tidak

Perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak telah
berdasarkan pertimbangan yang layak dan wajar oleh PPK,
karena .

1) Pekernaan tambah

2) Perubahan desain

3) Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK

4) Masalah yang timbul diluar kendali penyedia, dan/atau
5) Keadaan Kahar

Ya

1 Ya
O Ya
O Ya

Ya

Tidak

I Tidak

1 Tidak

= Tidak

Tidak

Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekefa sama untuk
mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini
tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang
Tanggal Penyelesaian

. Ya

= Tidak

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan
untuk berapa lama

] Ya

Tidak

Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) han setelah
penyedia meminta perpanjangan

I Ya

T Tidak

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekeraan
memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara
tertulis

Ya

Tidak

Simpulan:

Serah Terima Pertama Pekerjaan

Penyerahan hasil pekerjaan berdasarkan permintaan
secara tertulis dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

O Ya

I Tidak

Pemmintaan tersebut setelah pekerjaan selesai 100%

Ya

= Tidak

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekengaan melakukan
pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

] Ya

1 Tidak

Meiakukan pemeriksaan sesuai dengan pedoman/prosedur
yang telah ditetapkan

1 Ya

I Tidak
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Aspek Penilaian

e. Berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia/Pejabat Hasil
Pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan pekerjaan
konstruksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
kontrak dan gambar

1 Ya

I Tidak

f. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak
(kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan),
penyedia telah memperbaikimenyelesaikannya, atas
perintah PPK

1 Ya

o Tidak

g. Panita/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima hasil
Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemenksaan/pengujian, dan

h. PPK menerima penyerahan pertama pekenaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Kontrak dan ditenma oleh Panitia/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan

| Ya

1 Tidak

" Ya

1 Tidak

Simpulan:

Jika poin salah satu dan 1234,56, serah terima hasil
pekerjaan belum dapat dilaksanakan

Serah Terima Akhir Pekerjaan

a. Penyerahan akhir pekerjaan dilaksanakan berdasarkan
permintaan tertulis dari penyedia

Cl ‘Ya

1 Tidak

b. Permintaan penyerahan akhir setelah masa pemeliharaan
berakhir

o Ya

1 Tidak

c. Masa pemeliharaan telah ditentukan dalam syarat syarat
khusus kontrak

1 Ya

-1 Tidak

d Panitia/Pejabat Penenma Hasil Pekenaan telah melakukan
pemeriksaan/pengujian sebelum menerima hasil pekeraan
konstruksi

] Ya

1 Tidak

e Penyedia telah memberikan petunjuk kepada PPK tentang
pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan
SSKK

| Ya

1 Tidak

f. PPK menernma penyerahan akhir pekenaan setelah
penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama
masa pemeliharaan dengan baik

| Ya

_ Tidak

Simpulan:

Jika poin 1, 2, 4 dan 5 jawabannya tidak, maka serah terima
akhir pekerjaan belum bisa dilakukan

105



Aspek Penilaian

Pernyataan

Jasa Konsultansi

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan
danlatau dokumen tertentu yang dibutuhkan kepada
penyedia sebelum diterbitkannya SPMK

1 Ya

I Tidak

PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan
kontrak

Ya

| Tidak

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya
pelaksanaan kontrak oleh penyedia

] Ya

Tidak

Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama
dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal
dikeluarkannya SPMK

1 Ya

1 Tidak

Mobilisasi

Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya
pelaksanaan pekerjaan

1 Ya

1 Tidak

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,
yaitu:

1) Mendatangkan tenaga ahli
2) Mendatangkan tenaga pendukung, dan/atau

3) Menyiapkan peralatan pendukung

' Ya
! Ya
" Ya

Tidak
Tidak
Tidak

Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara
bertahap sesual dengan kebutuhan

1 Ya

Tidak

Pemeriksaan Personil dan Peralatan

Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus
dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di Ickasi
pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil
Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan

penyedia

Dalam pemerksaan personil dan peralatan, PPK dapat |

dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung

' Ya

1 Ya

1 Tidak

Tidak

Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan
ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia
dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan
peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti
sesuai dengan ketentuan dalam kontrak

| Ya

1 Tidak

d.

Apabila dalam pemernksaan personil dan peralatan
mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus
dituangkan dalam bentuk adendum kontrak

1 Ya

7 Tidak
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Aspek Penilaian

Pernyataan

Perubahan Personil dan Peralatan yang diajukan oleh Penyedia

Penyedia dapat mengajukan penggantian personil
dan/atau peralatan kepada PPK

\Ya

= Tidak

Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian
personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK

1 Ya

Tidak

PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau
peralatan, dengan ketentuan:

1) Menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau
peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai

2) Tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahll yang
ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk
kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung
personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli
yang menggantikan

3) Menolak permohonan perubahan personil dan/atau
peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak
sesuai

Ya

1 Ya

' Ya

Tidak

1 Tidak

Tidak

Untuk mengajukan permohonan penggantian personil,
penyedia diwajibkan melampirkan riwayat
hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan
disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan

' Ya

1 Tidak

Dalam rangka penilzian usulan penggantian personil
dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat
Peneliti Pelaksanaan Kontrak

Penggantian Personil Penyedia atas Perintah PPK

I Ya

7 Tidak

Personil dan penyedia yang dianggap tidak mampu atau
tidak dapat melakukan pekenaan dengan bak atau
berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah

penggantian personil kepada penyedia dengan kualifikasi
keahlian personil yang sama atau lebih tinggi

] Ya

| Tidak

Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah
penggantian personil, harus sudah menenma personil
pengganti dan penyedia

| Ya

Tidak

Perubahan Lingkup Pekerjaan

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan
Kerja yang telah ditentukan dalam kontrak, maka PPK
bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak
yang meliputi antara lain:
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No. Aspek Penilaian Pernyataan Ket.
1) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang va Tidak
tercantum dalam kontrak
2) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan ' Ya Tidak
3) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan | _ Ya 1 Tidak
kebutuhan lapangan ' ‘
4) Melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum
tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk | ' Ya 1 Tidak
menyelesaikan seluruh pekerjaan
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya
anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh | Ya I Tidak
perseratus) darn biaya yang tercantum dari nilai kontrak )
awal
c. Pernntah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara
tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi | Ya Tidak
teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan | -
yang tercantum dalam kontrak awal
d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara | Ya Tidak
sebagai dasar penyusunan adendum kontrak :
e. Dalam hal penilalan perubahan lingkup pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), | Ya “ Tidak
dan angka 4). PPK dapat dibantu oleh Panitia/Pejabat g
Pelaksana Kontrak
7 | Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
a. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK
atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal
sebagai berikut
1) Pekerjaan tambah " Ya 1 Tidak
2} Perubahan ruang lingkup pekerjaan 1 Ya Tidak
3) Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK ' Ya 1 Tidak
4) Masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau | Ya Tidak
5) Keadaan kahar 1 Ya Tidak
b. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang
sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya| @ Ya 1 Tidak
kontrak akibat keadaan kahar
c. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan | = Ya - Tidak
tertulis yang diajukan oleh penyedia
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Aspek Penilaian

d. PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan

perpanjangan waktu pelaksanaan

0 Ya

Tidak

e. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan
dalam adendum kontrak

' Ya

= Tidak

Penyelesaian Pekerjaan

a. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang
telah diselesaikan oleh penyedia. Apabia terdapat
kekurangan-kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya

| Ya

Tidak

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

' Ya

1 Tidak

c. PPK menerima penyerahan pekeraan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Ya

Tidak

d. Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah
seluruh pekerjaan diselesaikan

l Ya

I Tidak
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